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PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1201/MENKES/PB/XII/2009
NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL

DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN
DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008
ditetapkan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan

Angka Kreditnya;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 31 Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bersama

Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter

Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437} sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3637);



10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Lembaga Pemerintan Non Departemen
sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
20 Tahun 2008;

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2009
tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri
Sipil yang menduduki jabatan fungsional Dokter Pendidik
Klinis;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan Fungsional
Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA  MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  TENTANG  PETUNJUK
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS
DAN ANGKA KREDITNYA,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1.

Dokter Pendidik Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan
kesehatan/medik, pengabdian masyarakat, pendidikan dokter dan dokter
spesialis di Rumah Sakit Pendidikan serta melakukan penelitian guna
pengembangan ilmu kedokteran yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil
dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang

berwenang.

Pelayanan kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat
dalam upaya pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan akibat
penyakit, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan
peran serta masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam
rangka kemandirian di bidang kesehatan.

Pelayanan spesialistik adalah bagian dari pelayanan kesehatan/kedokteran
yang meliputi pelayanan spesialis, pendidikan dan penelitian dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat pada umumnya, dan
pendidikan profesi dokter dan dokter spesialistik pada khususnya, serta
pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi kedokteran.



10.

11.

Pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis adalah pendidikan profesi dokter dan
dokter spesialis yang hampir seluruh pembelajarannya dilaksanakan di Rumah
Sakit Pendidikan dengan seluruh perangkat sarana dan prasarananya sebagai
penunjang pendidikan dan pasien rumah sakit sebagai media sekaligus sebagai

materi pendidikan.

Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang menyelenggarakan
pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis dari Institusi Pendidikan Kedokteran.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi
nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dokter Pendidik
Klinis dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Dokter
Pendidik Klinis.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan
Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang
dipimpin oleh pejabat struktural eselon | dan bukan merupakan bagian dari
Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.

Pejabat Pembina  Kepegawaian Daerah  Kabupaten/Kota  adalah
Bupati/Walikota.

Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Dokter Pendidik Klinis
bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.



BAB Il
USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 2

(1) Setiap Dokter Pendidik Ktinis wajib menyiapkan bahan penilaian angka kredit
dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja melalui atasan langsung.

(2) Pimpinan unit kerja menyampaikan bahan penilaian angka kredit Dokter
Pendidik Klinis kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka
kredit.

(3) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Dokter Pendidik
Klinis menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit.

(4) Daftar usul penetapan angka kredit untuk Dokter Pendidik Klinis dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran |-A sampai
dengan Lampiran |-D Peraturan Bersama ini.

(5) Setiap usul penetapan angka kredit Dokter Pendidik Klinis dilampiri dengan:

a. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran Il Peraturan
Bersama ini;

b. surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan spesialistik dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran Il
Peraturan Bersama ini;

c. surat pernyataan melakukan pengabdian masyarakat dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan
Bersama ini;

d. surat pernyataan melakukan pelayanan pendidikan dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama ini;

e. surat pernyataan melakukan penelitian dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama ini; dan



f. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Dokter Pendidik
Klinis, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada
Lampiran VIl Peraturan Bersama ini.

(6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan
bukti fisik.

Pasal 3

(1) Setiap usulan penetapan angka kredit bagi Dokter Pendidik Klinis harus
dinilai secara obyektif oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai
angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran | Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008.

(2) Hasil penitaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka
kreditnya.

Pasal 4
(1) Penetapan angka kredit Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut‘ pada Lampiran

Vill Peraturan Bersama ini.

(2) Asli Penetapan Angka kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang
bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada:

a. Dokter Pendidik Klinis yang bersangkutan;
b. Sekretaris Tim Penilai Dokter Pendidik Klinis yang bersangkutan;

c. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
yang bersangkutan;

d. Pejabat pengusul angka kredit; dan

e. Pejabat lain yang dipandang pertu.



Pasal 5

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Dokter
Pendidik Klinis wajib mencatat dan menginventarisir semua kegiatan yang
dilakukan.

(2) Hasil inventarisasi kegiatan dalam bentuk daftar usul penetapan angka kredit
wajib diusulkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit Dokter Pendidik Klinis dilakukan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(4) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Dokter Pendidik Klinis

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling

lambat pada bulan Januari; dan

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling

lambat pada bulan Juli.

Pasal 6

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:

a. Direktur Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan bagi
Dokter Pendidik Klinis Utama yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di
lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lainnya;

b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen
Kesehatan bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik
Klinis Madya yang bekerja pada Rumah S5akit Pendidikan di lingkungan
Departemen Kesehatan;

¢. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai
dengan Dokter Pendidik Klinis Madya yang bekerja pada Rumah Sakit
Pendidikan di lingkungan Provinsi.

d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama
sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya yang bekerja pada Rumah Sakit
Pendidikan di lingkungan Kabupaten/Kota.



(1

(2)

Pimpinan unit pelayanan kesehatan Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen (LPND) selain Departemen Kesehatan (setingkat eselon i) bagi
Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya
yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di instansi masing-masing.

Pasal 7

Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus membuat
spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor
Regional BKN yang bersangkutan.

Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat
dan disampaikan kepada Kepala BKN/Kantor Regionat BKN yang bersangkutan.

Pasal 8

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai

batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan

ayat (4) penetapan angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat

dibawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang pelayanan

kesehatan dan pendidikan dokter pada Rumah Sakit Pendidikan setelah

mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka

kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.



BAB lll
TiM PENILAI
Pasal 9
(1) Syarat menjadi Anggota Tim Penilai adalah:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat
Dokter Pendidik Klinis yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Dokter
Pendidik Klinis; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

(2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan
secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang

waktu 1 (satu) masa jabatan.

(4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang berhalangan tetap, maka Ketua
Tim Penilai mengusulkan pengganti antarwaktu untuk meneruskan sisa masa
tugas, kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

(5) Dalam hal terdapat Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat
mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

(6) Susunan anggota Tim Penilai paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur
teknis yang membidangi pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter pada
Rumah Sakit Pendidikan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Dokter
Pendidik Klinis dengan ketentuan sebagai berikut: |

a. seorang ketua merangkap anggota;
b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
c. seorang sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan

d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

10



@)

(8)

(9)

(1)

(2)

Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, paling
kurang 2 {dua) orang dari pejabat fungsional Dokter Pendidik Klinis.

Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari
pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja di
bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter pada Rumah Sakit
Pendidikan.

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh
Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional
Dokter Pendidik Klinis.

Pasal 10
Tugas Tim Penilai Direktorat Jenderal adalah:

a. membantu Direktur Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen
Kesehatan dalam menetapkan angka kredit bagi Dokter Pendidik Klinis
Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang 1V/d dan pangkat
Pembina Utama, golongan ruang IV/e yang bekerja pada Rumah Sakit
Pendidikan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lainnya; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal yang
membina pelayanan medik Departemen Kesehatan yang berhubungan
dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

Tugas Tim Penilai Unit Kerja adalah:

a. membantu Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan medik
Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit bagi Dokter
Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat |, golongan ruang
/b sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya, pangkat Pembina Utama
Muda, golongan ruang IV/c yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di

lingkungan Departemen Kesehatan; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat
Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan yang

berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a
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(3) Tugas Tim Penilai Provinsi, adalah:

a. membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam menetapkan angka kredit
bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat |,
golongan ruang llI/b sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya, pangkat
Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang bekerja pada Rumah Sakit

Pendidikan di lingkungan Provinsi; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana

dimaksud huruf a.
(4) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, adalah:

a. membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menetapkan
angka kredit bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda
Tingkat 1, golongan ruang lli/b sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya,
pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, yang bekerja pada
Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Kabupaten/ Kota; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit

sebagaimana dimaksud huruf a.
(5) Tugas Tim Penilai Instansi adalah:

a. membantu Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen di luar
Departemen Kesehatan (setingkat eselon Il) dalam menetapkan angka kredit
bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang lil/b sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya, pangkat
Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang bekerja pada Rumah Sakit

Pendidikan di instansi masing-masing; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Unit Pelayanan
Kesehatan Departemen di luar Departemen Kesehatan (setingkat eselon Il)
yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud

huruf a.
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(6) Dalam hal Tim Penilai Unit Kerja belum terbentuk, penilaian angka kredit
Dokter Pendidik Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Direktorat

Jenderal.

(7) Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Dokter
Pendidik Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi terdekat atau
Tim Penilai Direktorat Jenderal.

(8) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka
kredit Dokter Pendidik Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai
Kabupaten/Kota terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau
Tim Penilai Direktorat Jenderal.

(9) Dalam hal Tim Penilai Instansi di luar Departemen Kesehatan (setingkat eselon
[1) belum terbentuk, penilaian angka redit Dokter Pendidik Klinis dapat
dimintakan kepada Tim Penilai Direktorat Jenderal.

Pasal 11
(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk
Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara

fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat
yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 12
(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim
Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan
sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai
kemampuan teknis yang diperlukan.
(2) Tugas Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim
Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus

atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

(3) Tim Teknis menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
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BAB IV
KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
Pasal 13

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),

digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau

kenaikan pangkat Dokter Pendidik Klinis, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

(1)

(2)

(1)

Pasal 14
Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat
dipertimbangkan apabila:

a. paling kurang telah 1 (satu) tahun datam jabatan terakhir;
b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan
setingkat lebih tinggi; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Kenaikan jabatan Dokter Pendidik Klinis Madya menjadi Dokter Pendidik
Klinis Utama ditetapkan oteh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis
Kepala BKN.

Pasal 15
Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat
dipertimbangkan apabila:

a. paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan {DP-3) paling rendah bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir.
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(2)

()

(4)

()

(6)

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Dokter
Pendidik Klinis Madya, pangkat Pembina Tingkat |, golongan ruang IV/b untuk
menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan
Dokter Pendidik Klinis Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e
ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan Dokter
Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Ill/b
untuk menjadi pangkat Penata, golongan ruang Ill/c sampai dengan Dokter
Pendidik Klinis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang
bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki
jabatan Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat |,
golongan ruang IlI/b untuk menjadi pangkat Penata, golongan ruang lll/c
sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya, pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat
persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang
menduduki jabatan Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda
Tingkat |, golongan ruang llI/b untuk menjadi pangkat Penata, golongan ruang
[lI/c sampai dengan pangkat Penata Tingkat |, golongan ruang Ill/d ditetapkan
dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor
Regional BKN yang bersangkutan.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang
menduduki jabatan Dokter Pendidik Klinis Muda, pangkat Penata Tingkat |
golongan ruang IlI/d untuk menjadi Dokter Pendidik Klinis Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah
mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
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(1)

(2)

M

(2)

Pasal 16
Kenaikan pangkat bagi Dokter Pendidik Klinis dalam jenjang jabatan yang
lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah
ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Dokter Pendidik Klinis yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang
ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan
angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat
berikutnya.

Pasal 17
Dokter Pendidik Klinis yang mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa pangkat yang
didudukinya, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan paling rendah 20 %
(dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas

pokok.

Dokter Pendidik Klinis Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e,
setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang
25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
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(1)

(2)

(3)

(1)

BAB YV
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN
DALAM DAN DARI JABATAN
Bagian Pertama
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Dokter
Pendidik Klinis harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. berijasah paling rendah Dokter Spesialis;

b. rekomendasi Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan Dekan Fakultas

Kedokteran;
c. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat |, golongan ruang lil/b; dan

d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Dokter
Pendidik Klinis yang telah dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon Pegawai
Negeri Sipil.
Surat Keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan Dokter Pendidik
Klinis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX
Peraturan Bersama ini.

Pasal 19
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Dokter
Pendidik Klinis dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal
24 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/17/M.PAN/9/2008;

b. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; dan
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(2)

(3)

(4)

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Dikecualikan dari ketentuan usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi Dokter Spesialis yang
menduduki jabatan Dosen pada pendidikan tinggi bidang kesehatan dan
menjalankan tugas di Rumah Sakit Pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri
Kesehatan.

Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan
jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang
diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat
yang berwenang yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.

Surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam
jabatan Dokter Pendidik Klinis di buat menurut contoh formutir sebagaimana
tersebut pada Lampiran X Peraturan Bersama ini.

Pasal 20

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(1), ayat (2), dan Pasal 19 ayat (1) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam

jabatan Dokter Pendidik Klinis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Dokter
Pendidik Klinis.

(1)

Bagian Kedua
Pembebasan Sementara

Pasal 21

Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya,
dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam
jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan
jabatan setingkat tebih tinggi bagi Dokter Pendidik Klinis yang jabatannya
lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.
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(2)

3)

(4)

(3)

Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat |, golongan ruang
lI/b sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Utama, pangkat Pembina Utama
Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila
telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka
kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Dokter Pendidik Klinis
yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam
jabatan terakhir.

Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat |, golongan ruang
lI'/b sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Utama, pangkat Pembina Utama
Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila
telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka
kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Dokter
Pendidik Klinis yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat
dalam jabatan terakhir.

Dokter Pendidik Klinis Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang iV/e,
dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat
dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling
kurang 25 (dua puluh lima) dari kegiatan tugas pokok.

Pembebasan sementara bagi Dokter Pendidik Klinis sebagai.mana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didahului dengan peringatan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(6) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 6

7)

(8)

(enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan.

Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X| Peraturan Bersama ini.

Selain pembebasan sementara bagi Dokter Pendidik Klinis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Dokter Pendidik Klinis
juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan
pangkat;

b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
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(9)

(10)

(1)

(2)

3)

(4)

ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter Pendidik Klinis;

menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali unutk persalinan ke

empat dan seterusnya; atau

. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Dokter Pendidik Klinis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) huruf a tetap
melaksanakan tugas pokok dan dapat dinilai serta ditetapkan angka
kreditnya.

Surat keputusan pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) dibuat menurut contoh formulir

sebagaimana tersebut pada Lampiran XIl Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali
Pasal 22

Dokter Pendidik Klinis yang dibebaskan sementara karena tidak dapat
mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi, diangkat kembali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis

apabila telah memenuhi angka kredit kekurangannya.

Dokter Pendidik Klinis yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman
disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat,
diangkat kembali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis apabila masa
berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.

Dokter Pendidik Klinis yang dibebaskan sementara karena diberhentikan
sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diangkat kembali dalam
jabatan Dokter Pendidik Klinis apabila berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah
atau dijatuhi hukuman percobaan.

Dokter Pendidik Klinis yang dibebaskan sementara karena ditugaskan di tuar
jabatan Dokter Pendidik Klinis, dapat diangkat kembali dalam jabatan Dokter
Pendidik Klinis apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan
Dokter Pendidik Klinis dengan ketentuan usia paling tinggi 1 (satu) tahun
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)

(6)

@

sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang
didudukinya.

Dokter Pendidik Klinis yang dibebaskan sementara karena cuti di luar
tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya dan
telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam
jabatan Dokter Pendidik Klinis.

Dokter Pendidik Klinis yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih
dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Dokter Pendidik
Klinis apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XlI
Peraturan Bersama ini.

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka

kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh

selama tidak menduduki jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis.

(1)

(2)

Bagian Keempat
Pemberhentian dari Jabatan
Pasal 24

Dokter Pendidik Klinis diberhentikan dari jabatannya karena:

a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari
jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1),ayat (2),ayat (3)
dan ayat (4) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau

b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan

pangkat.

Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan Dokter Pendidik Klinis dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV Peraturan

Bersama ini.
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(M

(2)

(3)

(4)

()

BAB VI
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN
DAN ANGKA KREDIT
Pasal 25

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 telah dan
masih melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan
dokter pada Rumah Sakit Pendidikan berdasarkan keputusan pejabat yang
berwenang, diangkat dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis melalui
penyesuaian/inpassing dengan ketentuan sebagai berikut :

a. berijazah Dokter Spesialis dengan rekomendasi dari Direktur Rumah Sakit
Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran;

b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat |, golongan ruang Ili/b; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Dokter
Spesialis yang diangkat dalam jabatan Dosen pada pendidikan tinggi bidang
kesehatan dan yang bertugas di rumah sakit pendidikan.

Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/ inpassing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada angka kredit terakhir yang dimiliki

dalam jabatan fungsional Dokter.

Surat keputusan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Dokter
Pendidik Klinis, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat Dokter
Pendidik Klinis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada

Lampiran XV Peraturan Bersama ini.

Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Dokter Pendidik Klinis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan
formasi Dokter Pendidik Klinis yang tersedia.
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(1)

2)

(3)

Pasal 26

Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Dokter Pendidik Klinis
dapat ditetapkan mulai tanggal 1 Januari 2010 dan harus selesai ditetapkan
paling akhir tanggal 31 September 2010 dengan ketentuan berlakunya surat
keputusan penyesuaian/inpassing terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan
berikutnya dari tanggal penetapan.

Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam
jabatan dan angka kredit Dokter Pendidik Klinis, terlebih dahulu ditetapkan
kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing jabatan dan angka
kredit telah digunakan pangkat terakhir.

Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2010, kenaikan pangkat
Dokter Pendidik Klinis harus sudah berdasarkan angka kredit dan persyaratan

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis tidak

dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan

struktural.

Pasal 28

(1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan kesatuan tindak

dalam melaksanakan pembinaan Dokter Pendidik Klinis, Departemen
Kesehatan selaku Instansi Pembina Jabatan Dokter Pendidik Klinis
melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan
dan Dokter Pendidik Klinis.
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(2) Untuk pembinaan karier Dokter Pendidik Klinis secara profesional sesuai

kompetensi jabatan, Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina, antara

lain metaksanakan:

a.

b.

Penyusunan petunjuk teknis jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;
Penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;

Penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;

. Pengusulan tunjangan jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;

. Sosialisasi jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis serta petunjuk

pelaksanaannya;

Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis
fungsional Dokter Pendidik Klinis;

. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi

Dokter Pendidik Klinis dan penetapan sertifikasinya;

. Pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;

Fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;

Fasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional Dokter
Pendidik Klinis;

. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik jabatan

fungsional Dokter Pendidik Klinis; dan

Melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Dokter Pendidik

Klinis.
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BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan ditetapkan
lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik
secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-

masing.
Pasal 30

Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini,
dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/17/M.PAN/9/2008 sebagaimana tersebut pada Lampiran XVI Peraturan

- Bersama ini.

Pasal 31

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2009

KEPALA __MENTERI KESEHATAN,

H

DY TOPO ASHARI
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CONTOH : LAMPIRAN I-A: PERATURAN BERSAMA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT MENTERI KESEHATAN DAN

DOKTER PENDIDIK KLINIS PERTAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1201/MENKES/PB/XII/2009
NOMOR :20 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS PERTAMA

INSLANSE & 1evvrrrnerrivensrcsenmsnnriicinaienin Masa Penilaian tanggal ................. -7, [
I KETERANGAN PERORANGAN
1 | Nama
2 | NIP

3 | Nomor Seri KARPEG

4 | Tempat dan {anggal lahir

5 | Jenis Kelamin

6 | Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya

7 | Pangkat/ golongan ruang/ TMT

8 | Jabatan Dokier Pendidik Klinis Pertama

9 | Masa Kerja Golongan Lama

Baru

10 | Unit Kerja

I JUNSUR UTAMA
1 |PENDIDIKAN
A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah
1. Dokter Spesialis

2. Dokter Sub Spesialis/ Spesialis Konsultan

B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan
mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
1. Lamanya lebih dari 961 jam

2. Lamanya antara 641 - 960 jam

3. Lamanya antara 481 - 640 jam

4. Lamanya antara 161 - 480 jam

5. Lamanya antara 81 - 160 jam

6. Lamanya antara 30 - 80 jam

C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan i
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PELAYANAN SPESIALISTIK
A. Melakukan pefayanan medik spesialistik
Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter

B. Melakukan tindakan medik spesialistik
1. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
tingkat sederhana

2. Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
tingkat sederhana

C. Pelayanan kedokieran forensik
1. Melakukan pemeriksaan luar
Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter

2. Melakukan pemeriksaan dalam (Otopsi)
Mencatat dan mendokumentasikan laporan otopsi/
keterangan pemeriksaan.

|D. Pelayanan kesehatan lainnya
1. Melzkukan tugas jaga
a. Panggilan / On Call

b. Ditempat/ Rumah Sakit

3 |PENGABDIAN MASYARAKAT
Pelaksanaan kegiatan bantuan/ parlisipasi kesehatan
1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah
di lapangan
Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter

2. Mengamali penyakit/wabah di lapangan
Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter

3. Menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/ wabah tertentu
sebagai anggola

PENELITIAN
A. Menghasilkan karya ilmiah dibidang pelayanan dan/atau
pendidikan kedokteran/kesehatan
1. Hasil penelitian yang dipublikasikan datam bentuk buku
atau jurnal iimiah dalam bentuk :
a. Monagraf

b. Buku referensi

¢. Majalah ilmiah
1) Internasional

2) Nasiconal terakreditasi

3) Nasional tidak terakreditasi

d. Melalui seminar
1) Disajikan
a) Internasional

b) Nasional

2) Poster
a) internasional

b) Nasional

e. Koran, majalah populer, majalah umum sebagai
tulisan ilmiah populer

f. Hasi! penelitian yang tidak dipublikasikan
{tersimpan di perpustakaan)

B. Penerjemahan/ penyaduran buku ilmiah
Menerjemahkan/ menyadur buku iimiah keilmuan terkait

C. Pengeditan karya ilmiah
Mengedit/menyunting karya ilmiah keilmuan terkait
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7 D. Membat ranngan dan kaa teknologi kedokteran/

pendidikan kedokleran
1. Dipatenkan
a. Internasional

b. Nasional

2. Tidak dipatenkan
a. Intemasional

b. Nasional

E. Menghasilkan rancangan dan karya monumental
4. Diakui secara nasional

2. Diakui secara infemasional

3. Diakui secara lokal

F. Penyajian pengembangan hasil pendidikan dan penelitian
Menyaijikan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian
agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

JUMLAH

JUMLAH UNSUR UTAMA

UNSUR PENUNJANG TUGAS DOKTER PENDIDIK KLINIS
A. Pengajar/ pelatih bidang pendidikan kedokteran/ kesehatan
Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

B. Peran serta dalam seminar/ iokakarya di bidang pendidikan
kedokteran/ kesehatan
1. Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai
a. Pemasaran

b. Pembahas/ moderator/ narasumber

¢. Peserta

2. Mengikuti delegasi iimiah sebagai :
a. Ketua

b. Anggota

C. Keanggotaan dalam organisasi Dokter Pendidik Klinis
Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :
a. Ketua/ Wakil ketua

b. Anggota

D. Keanggetaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional
Dokter Pendidik Klinis
Menjadi anggota Tim Penilai, sebagai
a. Ketua/ Wakil ketua

b. Anggota

E. Peralehan penghargaan/ tanda jasa
Penghargaary tanda jasa Satya Lancana Karya Satya
a. 30 {figa puluh) tahun

b. 20 (dua puluh) tahun

¢. 10 {sepuluh) tahun

F. Perolehan gelar kesarjaan lainnya
1, Memperoleh jjasah/gelar di bidang kesehatan:
a. Strata 2 (S-2) Magister Kesehatan/ Kedokteran

b. Sirata 3 (S-3) Kesehatan/ Kedokteran

2. Memperoleh ijasah/gelar di luar bidang tugasnya:
a. Sarjana (S1)/Diploma IV

b. Strata 2 (8-2)

. Strata 3 (S-3)

3. Memperoleh gelar kehormatan akademis

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

28




Butir kegiatan jenjang jabatan satu tingkat di atas

*) Coret yang tidak perlu
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1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Spesialistik
2. Surat Pemyataan Melakukan Kegiatan Pengabdian Masyarakat
3. Surat Pemyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Pendidikan
4. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penelitian

5. Surat Pemyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas
Dokter Pendidik Klinis

6. dan seferusnya

NIP.

3
4. dan seterusnya

(nama pejabat pengusul)

(jabatan)

NIP,

1.
2.
4, dan seterusnya

NIP.

{nama penilai 2)

NIP.

1.
2.
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

{nama)

NIP.
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CONTOH : LAMPIRAN |-B: PERATURAN BERSAMA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT MENTER! KESEHATAN DAN

DOKTER PENDIDIK KLINIS MUDA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1201/MENKES/PB/XII/2009
NOMOR :20 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS MUDA

INSLANSE © ccevieririmnimieiiseeernnreenanrenenes Masa Panilaian tanggal ................. 11 S
| KETERANGAN PERORANGAN
1 | Nama
2 | NIP

3 | Nomor Seri KARPEG

4 | Tempai dan tanggal lahir

5 | Jenis Kelamin

6 | Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya

7 | Pangkat/ golongan ruang/ TMT

8 | Jabatan Dokier Pendidik Klinis Muda

E
S

9 | Masa Kerja Golongan

o0
]
=

#

10 | Unit Kerja

455

1 JUNSUR UTAMA
1 |PENDIDIKAN
A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah
1. Dokter Spesialis
2. Dokter Sub Spesialis/ Spesialis Konsultan
B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan
dan mendapat Sural Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPF}
1. Lamanya lebih dari 961 jam
2. Lamanya antara 641 - 960 jam
3. Lamanya antara 481 - 640 jam
4. Lamanya antara 161 - 480 jam
5. Lamanya antara 81 - 160 jam
6. Lamanya antara 30 - 80 jam
C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan Il
2 |PELAYANAN SPESIALISTIK
A, Melakukan pelayanan medik spesialistik
1. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
2. Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter

3



B. Melakukan tindakan medik spesialistik
1. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokier
a. Tingkat sedang

b. Tingkat kompleks 1

2. Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
a. Tingkat sedang

b. Tingkat kompleks 1

C. Pelayanan kedokteran forensik
1. Melakukan pemeriksaan luar
Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter

2. Melakukan pemeriksaan dalam {Otopsi)
a. Pemeriksaan umum
1) Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter

2) Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan

dokter

b. Melakukan pemeriksaan penunjang
1) Pemeriksaan patologi anatomik

2) Pemeriksaan serologik

¢. Melaksanakan pemeriksaan jenazah di tempat penggalian,
tempat kejadian perkara dan mediko legal lainnya
Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter

D. Pelayanan kesehatan lainnya

1. Penyuluhan/pelatihan/ penataran kesehatan kepada tenaga
kesehatan dan masyarakat
a. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokier

b. Dengan pembimbingan ferhadap peserta pendidikan dokter

2. Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan sebagai
Koordinator

PENGABDIAN MASYARAKAT

Pelaksanaan kegiatan bantuan/ partisipasi kesehatan

1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah
di lapangan
Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter

2. Mengamati penyakit/wabah di lapangan
Dengan pembimbingan lerhadap peseria pendidikan dokter

3. Menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/ wabah tertentu
sebagai ketua

PELAYANAN PENDIDIKAN
A. Pelaksanaan perkuliahan/luterial dan pembimbingan
1. Menjadi pembimbing/fasilitator/mentor

2. Memberi perkuliahan/tutorial

B. Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi kasus tanpa pasien
Sebagai pembimbingifasilitalor.’mentor

C. Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi dengan pasien
Sebagal pembimbing/fasilitator/mentor

D. Pembimbingan dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji
dalam menghasilkan
1. Tesis
Menjadi pembimbing pendamping

2. Skripsi
a. Menjadi pembimbing utama

b. Menjadi pembimbing pendamping

|E. Pengujian pada ujian akhir
sebagai anggota

FF. Pembinaan kegiatan mahasiswa
Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan
kemahasiswaan
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A G. Pengembangan program kuliah dan penyusunan bahan
pengajaran
1. Mengembangkan kurikulum sebagai anggotia

2. Menyusun bahan ajar

sebagai anggota

PENELITIAN
A. Menghasilkan karya ilmiah dibidang pelayanan dan/atau
pendidikan kedokteran/kesehatan

jurnal iimiah dalam bentuk :
a. Monograt

H. Keikutsertaan dalam panilia penilai (Asesor) bahan ajar/kurikulum

1. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk buku atau

b. Buku referensi

¢. majalah ilmiah
1) Intemasional

2) Nasional ferakreditasi

3) Nasional tidak terakreditasi

d. Melalui seminar
1) Disajikan
a) Intemasional

b) Nasional

2) Poster
a) Internasional

b} Nasional

e. Koran, majalah populer, majalah umum sebagai tulisan

iimiah populer
f. Hasil penelitian yang tidak dipublikasikan
{tersimpan di perpustakaan)

B. Penerjemahan/ penyaduran buku limiah
Menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah ketimuan terkait

C. Pengeditan karya ilmiah

Mengedit/menyunting karya ilmiah keilmuan terkait

D. Membuat rancangan dan karya teknologi kedokteran/
pendidikan kedokteran
1. Dipatenkan

a. Internasional

b. Nasional

2. Tidak dipatenkan
a. Intemasional

b. Nasional

E. Menghasilkan rancangan dan karya monumental
1. Diakui secara nasional

2. Diakui secara internasional

3. Diakui secara lokal

F. Penyajian pengembangan hasil pendidikan dan penelitian
Menyajikan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian
agar dagat dimanfaatkan oleh masyarakat

JUMLAH

JUMLAH UNSUR UTAMA

UNSUR PENUNJANG TUGAS DOKTER PENDIDIK KLINIS
A. Pengajar/ pelatih bidang pendidikan kedokteran/ kesehatan
Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pendidikan
kedokteran/ kesehatan
1. Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai

a. Pemrasaran

b. Pembahas! moderator/ narasumber

c. Peserta
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2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :
a. Ketua

b. Anagota

C. Keanggotaan dalam arganisasi Dokter Pendidik Klinis
Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :
a. Ketua/ Wakil ketua

b Anggota_

D. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional
Dokter Pendidik Klinis
Menjadi anggota Tim Penilai, sebagai.
a. Ketua/ Wakil ketua

b. Anggota

E. Perolehan penghargaan/ tanda jasa
1. Penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya
a. 30 (tiga puluh) tahun

b. 20 (dua puluh) tahun

¢. 10 {sepuluh) tahun

F. Perclehan gelar kesarjaan fainnya
1. Memperoleh ijasah/gelar di bidang kesehatan
a. Strata 2 {S-2) Magister Kesehatan/ Kedokteran

b. Strata 3 {£-3) Kesehatan/ Kedokieran

2. Memperaleh ijasah/gelar di uar bidang tugasnya
a. Sarjana (S1)/Diploma IV

b. Strata 2 (S-2)

c. Strata 3 (S-3)

3. Memgeroleh gelar kehormatan akademis

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG




Butir kegiatan jenjang jabatan satu tingkat di atas

*} Coret yang tidak perlu
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1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Spesialistik

2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

3. Surat Pemyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Pendidikan

4. Surat Pemyataan Melakukan Kegiatan Penelitian

5. Surat Pemyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas
Dokter Pendidik Klinis

6. dan seterusnya

NiP.

4. dan seterusnya

Fom=

. dan seterusnya

(jabatan)

(nama pejabat pengusul)

NIP.

E: IR
4. dan seterusnya

NIP.
(nama penilai 2)
NIP.
Ketua Tim Penilai
(nama)
NIP.
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CONTOH : LAMPIRAN |-G PERATURAN BERSAMA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT MENTERI KESEHATAN DAN

DOKTER PENDIDIK KLINIS MADYA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1201/MENKES/PB/XII/2009
NOMOR :20 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS MADYA

'

INStANSI : ..coviisiirnncerirriirssenseensrensmnisn Masa Penilaian tanggal ................. LT[
A Y
| KETERANGAN PERORANGAN
1 | Nama
2 | NIP

3 | Nomor Seri KARPEG

4 | Tempat dan tanggal lahir

5 | Jenis Kelamin

6 | Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya

7 | Pangkat/ golongan ruang/ TMT

8 | Jabatan Dokter Pendidik Klinis Madya

,_
0
E]
D

9 | Masa Kerja Golongan

I
c

10 | Unit Kerja

UNSUR UTAMA
1 |PENDIDIKAN
A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah
1. Dokter Spesialis
2. Dokter Sub Spesialis/ Spesialis Konsullan
B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan
dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPF)
1. Lamanya lebih dari 961 jam
2. Lamanya antara 641 - 960 jam
3. Lamanya antara 481 - 640 jam
4. Lamanya antara 161 - 480 jam
5. Lamanya antara 81 - 160 jam
6. Lamanya antara 30 - 80 jam
C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan !l
2 |PELAYANAN SPESIALISTIK
A. Melakukan pelayanan medik spesialistik
1. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
2. Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan Dokter
Spesialis Klinis
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B. Melakukan tindakan medik spesialistik
1. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
a. Tingkat kompleks 2

b. Tingkat kompleks 3
2. Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
a. Tingkat kompleks 2

b. Tingkat kompleks 3

C. Memberikan konsultasi spesialis
a. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.

b. Dengan pembimbingan terhadap peserta Dokler
Spesialis Klinis.

D. Pelayanan kedokteran forensik
1. Melakukan pemeriksaan dalam (Otopsi)
a. Pemeriksaan khusus
1) Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter

2) Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan

dokter.

b. Melakukan pemeriksaan penunjang.
1) Pemeriksaan toksikologik.

2) Pemeriksaan DNA (forensik molekuler).

¢. Melaksanakan pemeriksaan jenazah di tempat penggalian,
tempat kejadian perkara dan mediko legal fainnya.
Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.

2. Menjadi konsultan Medike Legal
Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter

3. Menjadi konsultan Etiko Legal.
Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokier.

E. Pelayanan kesehatan lainnya
Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan dengan sebagai
Ketua Departemen.

PELAYANAN PENDIDIKAN
A. Pelaksanaan perkuliahan/tutorial dan pembimbingan
1. Menjadi Narasumber

2. Memberi pembimbing keterampilan klinis

B. Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi kasus tanpa pasien
1. Menjadi Narasumber

2. Memberi pembimbing keterampilan klinis

3. Memberi perkuliahanftutorial

C. Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi dengan pasien
1. Menjadi Narasumber

2. Memberi pembimbing keterampilan klinis

3. Memberi perkuliahan/tutorial

|D. Pembimbingan dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguiji
dalam menghasilkan

1. Disertasi
Menjadi pembimbing pendamping
2. Tesis

Menjadi pembimbing utama

E. Pengujian pada ujian akhir
Sebagai Sekretaris

F. Pengembangan program kuliah dan penyusunan bahan
pengajaran
Mengembangkan kurikulum sebagai Ketua

G. Keikutsertaan dalam panitia penilai (Asesor) bahan ajar/kurikulum
sebagai sekretaris

H. Penyampaian orasi ilmiah
Menyampaikan orasi iimiah

I. Pembimbingan staf muda
Membimbing jenjang yang lebih muda
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PENELITIAN
A. Menghasilkan karya ilmiah dibidang pelayanan dan/atau
pendidikan kedokteran/kesehatan
1. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk buku atau
jurnal iimiah dalam bentuk :
a. Monograf

b. Buku referensi

¢. Majalah ilmiah
1) Internasional

2) Nasional terakreditasi

3) Nasional tidak terakreditasi

d. Melalui seminar
1) Disajikan
a) Intemasional

b) Nasional

2) Poster
a) intemasional

b) Nasional

e. Koran, majalah populer, majalah umum sebagai fulisan

ilmiah populer
f. Hasil penelitian yang tidak dipublikasikan
(tersimpan di perpustakaan)

B. Penerjemahan/ penyaduran buku ilmiah
Menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah keilmuan terkait

C. Pengeditan karya ilmiah

Mengeditlmenyunting karya iimiah keilmuan terkait

D. Membuat rancangan dan karya teknologi kedokteran/
pendidikan kedokteran
1. Dipatenkan
a. Intemasional

b. Nasional

2. Tidak dipatenkan
a. Internasional

b. Nasional

E. Menghasilkan rancangan dan karya monumental
1. Diakui secara nasional

2. Diakui secara internasional

3. Diakui secara lokal

F. Penyajian pengembangan hasil pendidikan dan penelitian
Menyajikan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian
agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

JUMLAH

JUMLAH UNSUR UTAMA

UNSUR PENUNJANG TUGAS DOKTER PENDIDIK KLINIS
A. Pengajar/ pelatih bidang pendidikan kedckteran/ kesehatan
Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pendidikan
kedokteran/ kesehatan
1. Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai
a. Pemasaran

b. Pembahas/ moderator/ narasumber

c. Peserta

2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :
a. Ketua

b. Ang_gota

C. Keanggotaan dalam organisasi Dokter Pendidik Klinis
Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :
a. Ketua/ Wakil ketua

b. Anggota
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D. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Dokter
Pendidik Klinis
Menjadi anggota Tim Penilai, sebagai:

a. Ketua/ Wakil ketua

b. Anggota

E. Perclehan penghargaan/ tanda jasa
1. Penghargaan/ {anda jasa Satya Lancana Karya Satya
a. 30 (tiga puluh) tahun

b. 20 (dua puluh) tahun

¢. 10 {sepuluh) tahun

F. Perolehan gelar kesarjaan lainnya
1. Memperoleh fjasah/gelar di bidang kesehatan
a. Strata 2 (8-2) Magister Kesehatan/ Kedokteran

b. Strata 3 (S-3) Kesehatar/ Kedokteran

2. Memperoleh ijasah/gelardi luar bidang tugasnya:
a. Sarjana ($1)/Diploma IV

b. Strata 2 (S-2)

c. Strata 3 (S-3)

3. Memperoleh gelar kehormatan akademis

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
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Butir kegiatan jenjang jabatan satu tingkat di atas

*) Coret yang tidak periu

41



1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Spesialistik
2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengabdian Masyarakat
3. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Pendidikan
4. Surat Pemyataan Melakukan Kegiatan Penelitian

5. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas
Dokter Pendidik Klinis

6. dan seterusnya

NIP.

3 e
4. dan seterusnya

{jabatan)

(nama pejabat pengusul)

NiP.

3
4. dan seterusnya

NIP.

{nama penilai 2)
NiP.

3
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

(nama)

NIP.

42




CONTOH : LAMPIRAN I-D PERATURAN BERSAMA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT MENTERI KESEHATAN DAN

DOKTER PENDIDIK KLINIS UTAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1201/MENKES/PB/XI/2009
NOMOR : 20 TAHUN 2008
TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL DCKTER PENDIDIK KLINIS UTAMA

INStANSI : 1vovvvnririneneciinere e, Masa Penilaian tanggal ................. 71, RO
| KETERANGAN PERORANGAN
1 | Nama
2 i NIP

3 | Nomor Seri KARPEG

4 | Tempat dan tanggal lahir

5 | Jenis Kelamin

6_| Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya

7_| Pangkat/ golongan ruang/ TMT

8 | Jabatan Dokter Pendidik Klinis Utama

9 | Masa Kerja Golongan Lama
Baru
10 { Unit Kerja

I JUNSUR UTAMA
1 |PENDIDIKAN
A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah
1. Dokter Spesialis
2. Dokter Sub Spesialis/ Spesialis Konsultan
3. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan
dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
1. Lamanya lebih dari 961 jam
2. Lamanya antara 641 - 960 jam
3. Lamanya antara 481 - 640 jam
4. Lamanya antara 161 - 480 jam
5. Lamanya antara 81 - 160 jam
6. Lamanya antara 30 - 80 jam
C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan Il
2 |PELAYANAN SPESIALISTIK
A. Melakukan pelayanan medik spesialistik
1. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
2. Dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter
Spesialis Klinis Konsultan
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B. Melakukan tindakan medik spesialistik
1. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter

Tingkat kompleks 4

2. Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter

Tingkat kompleks 4

C. Memberikan konsultasi spesialis
Dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter
Spesialis Klinis Konsultan.

|D. Pelayanan kedokteran forensik
1. Menjadi saksi ahli
a. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter

b. Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.

2. Menjadi konsultan Mediko Legal
Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter

3. Menjadi konsultan Etiko Legal.
Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.

3 |PELAYANAN PENDIDIKAN

A. Pelaksanaan perkuliahan/ftutorial dan pembimbingan
Menjadi penguiji

B. Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi kasus tanpa pasien
Menjadi penguiji

C. Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi dengan pasien
Menjadi penguji

D. Pembimbingan dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji
dalam menghasilkan Disertasi
Menjadi pembimbing Utama

E. Pengujian pada ujian akhir
Sebagai Ketua

F. Keikutsertaan dalam panitia penilai {Asesor) bahan ajar/kurikulum
sebagai Ketua

PENELITIAN
A. Menghasilkan karya iimiah dibidang pelayanan dan/atau
pendidikan kedokteran/kesehatan
1. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk buku atau
jurnal iimizh dalam bentuk :
a. Monograf

b. Buku referensi

¢. Majatah ilmiah
1) Internasional

2) Nasional terakreditasi

3) Nasional tidak terakreditasi

d. Melalui seminar
1) Disajikan
a) Internasional

b) Nasional

2) Poster
a) Interasional

b) Nasional

. Koran, majalah populer, majalah urmum sebagai tulisan

ilmiah populer
{. Hasil penelitian yang tidak dipublikasikan
(tersimpan di perpustakaan)

I8. Penerjemahan/ penyaduran buku ilmiah
Menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah keilmuan terkait

C. Pengeditan karya ilmiah
Mengeditimenyunting karya iimiah keilmuan terkait
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D. Membuat rancangan dan karya teknologi kedokteran/
pendidikan kedokteran
1. Dipatenkan
a. Internasional

b. Nasional

2. Tidak dipatenkan
a. Intemasional

b. Nasional

E. Menghasilkan rancangan dan Karya monumental
1. Diakui secara nasional

2. Diakui secara internasional

3. Diakui secara lokal

F. Penyajian pengembangan hasil pendidikan dan penelitian
Menyajikan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian
agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

JUMLAH

JUMLAH UNSUR UTAMA

UNSUR PENUNJANG TUGAS DOKTER PENDIDIK KLINIS
A. Pengajar/ pelatih bidang pendidikan kedokteran/ kesehatan
Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pendidikan
kedokteran/ kesehatan
1. Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai
a. Pemasaran

b. Pembahas/ moderator/ narasumber

¢. Peserta

2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :
a. Ketua

b. Anggota

C. Keanggotaan dalam organisasi Dokter Pendidik Klinis
Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :
a. Ketua/ Wakil ketua

b. An%uta

D. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Dokter Pendidik
Klinis
Menjadi anggota Tim Penilai, sebagai:
a. Ketua/ Wakil ketua

b. Anggota

E. Perolehan penghargaan/ tanda jasa
1. Penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya
a. 30 (tiga puluh) tahun

b. 20 {dua putuh) tahun

¢. 10 (sepuluh) tahun

F. Perolehan gelar kesarjaan lainnya
1. Memperoleh ijasah/gelar di bidang kesehalan
a. Strata 2 ($-2) Magister Kesehalan/ Kedokieran

b. Strata 3 (S-3) Kesehatan/ Kedokteran

2. Memperoleh ijasah/gelar di luar bidang tugasnya
a. Sarjana (§1)/Diploma IV

b. Strata 2 (§-2)

c. Strata 3 (5-3)

3. Memperoleh gelar kehormatan akademis

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
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Butir kegiatan jenjang jabatan satu tingkat di atas

*) Coret yang tidak perlu
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1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Spesialistik
2. Surat Pemyataan Melakukan Kegiatan Pengabdian Masyarakat
3. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Pendidikan
4. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penelitian

5. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas

Dokter Pendidik Klinis
6. dan seterusnya

NIP.

K TR
4. dan seterusnya

{(jabatan)

(nama pejabat pengusut)
NIP.

. dan seterusnya

NIP.

{nama penilai 2)

NiP.

R,
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

{nama)

NIP.
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CONTOH : LAMPIRAN Il : PERATURAN BERSAMA

SURAT PERNYATAAN TELAH MENTERI KESEHATAN DAN

MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  : 1201//MENKES/PB/XII/2009
NOMOR  : 20 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama USSP PP PRT PP PPET PRI
NIP L eveeeetesesenteeestnresteneeretesesaenandthietraae e raeernsarns b e rnens
Pangkat/golongan ruang/TMT  feeeoiuiio it
Jabatan TP PP PSP R
Unit Kerja T USSR PPPPIPPPPPTRPE P PIST P

Menyatakan bahwa :

Nama ST P P T RTTTI PR .
Pangkat/golongan ruang/TMT  foeeeeriiiniimirieir s
Jabatan S g Lt
Unit Kerja LS LRI LR

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, sebagai berikut :

Jumlah Jumlah
Satuan Angka Keterangan/
NO | Uraian Kegiatan Tanggal Hasil Volume Kredit Angka bukti fisik

Kegiatan Krit

dst

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

sesssscesnssnn gessrassssranner

Atasan langsung,

Nama Jelas
NIP.
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CONTOH : LAMPIRAN Il : PERATURAN BERSAMA

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN MENTERI KESEHATAN DAN

KEGIATAN PELAYANAN SPESIALISTIK KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  : 1201//MENKES/PB/XI1/2009
NOMOR  : 20 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN SPESIALISTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama TP O PPPRN TS
NIP S PP OUUI PPN
Pangkat/golongan ruan@/TMT  Zooeeeirein i s e e
Jabatan O PR PPN
Unit Kerja - T R

Menyatakan bahwa :

Nama

Pangkat/golongan ruan@/TMT  f..coiiiiiiiiiii i e
Jabatan § et tetesearaeheneeasenen et ie st e en e ras edEEE AR et At ranesserasasnasias
Unit Kerja T aeerrnteveeesreneteeretaeesinenebat e tantas e e Ee s ety aT et nes

Telah melakukan kegiatan pelayanan spesialistik, sebagai berikut :

Jumlah Jumlah
Satuan Angka Keterangan/
NO | yraian Kegiatan Tanggal | yagy | YOWME | yeegiy | Angka bukti fisik

Kegiatan

dst

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

seserscscennre gessevsstsassians

Atasan langsung,

Nama Jelas
NIP.
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CONTOR : LAMPIRAN IV : PERATURAN BERSAMA

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN MENTERI KESEHATAN DAN

KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  : 1201//MENKES/PB/XII/2009
NOMOR  : 20 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama TP PP PP ON
NIP SO OO UR L PURUUPN
Pangkat/gotongan ruang/TMT o
Jabatan TSP PTS PP PP
Unit Kerja USROS PP

Menyatakan bahwa :

Nama T TS
NiP SRS A PP
Pangkat/golongan ruan@/TMT  I..icoirireiisniiiiier it e e s e s ne e
Jabatan SO PSP P
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, sebagai berikut :

Jumlah
Yolume
Kegiatan

Keterangan/
bukti fisik

Angka
Kredit

Uraian Kegiatan

dst

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

csersanssasney vESELILEISIANARIT

Atasan langsung,

Nama Jelas
NIP.

50



CONTOH : LAMPIRANV  : PERATURAN BERSAMA

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN MENTERI KESEHATAN DAN

KEGIATAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  : 1201//MENKES/PB/XII1/2009
NOMOR  : 20 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama R e
NIP Lvereteenestueraereree et bar st e et s e n b bt et e nrnr e et eneen
Pangkat/golonganruang/TMT L eeasuesserenrasianonasoerast it Eteeeteatt T en e re et rasas s sea et e taratras
Jabatan e eraraestieeenteet e aee e et tr et s a st aastear e e RS b N et taensarns
Unit Kerja Lt eaererreneesnteteranteeastatiee en et e raen e s raerae e bsh b asa e ras et as

Menyatakan bahwa :

Nama e teeresanressensiesatieeranseet st et et s baearineRaen e rnerasantenenrators
NIP e tteseasesnraenanteve et et ere e st e e aneehanteetae Tt e s s taesenanaan
Pangkat/golongan ruan@/TMT  Ieeee e s
Jabatan PP
Unit Kerja PPN

Telah melakukan kegiatan pelayanan pendidikan, sebagai berikut :

Kr t

Jumlah Jumlah
Satuan Angka Keterangan/
No | {yraian Kegiatan Tanggal | “yoc | Volume | o it | Angka bukti fisik

dst

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

ehierssasnEsI) SusnuIRY seemecaesy

Atasan Ian’gsung,

Nama Jelas
NIP
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CONTOH :
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan
Unit Kerja

Menyatakan bahwa :

Nama
NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan
Unit Kerja

....................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------

....................................................................................

.
....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

LAMPIRAN VI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENELITIAN

Telah melakukan kegiatan penelitian, sebagai berikut:

: PERATURAN BERSAMA

MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR
NOMOR
TANGGAL

: 1201/ /MENKES/PB/XI1 /2009

: 20 TAHUN 2009
: 11 DESEMBER 2009

....................................................................................

....................................................................................

Jumiah Jumlah
Satuan Angka Keterangan/
No ; ; Tanggal : Volume = | Angka c oo
Uraian Kegiatan Hasil Kegiatan Kredit Kredit bukti fisik

dst

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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Atasan langsung,

Nama Jelas

NIP,

reseeres



CONTOH : LAMPIRAN Vil : PERATURAN BERSAMA

SURAT PERNYATAAN MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TUGAS DOKTER PENDIDIK KLINIS

NOMOR  : 1201/ /MENKES/PB/XI1/2009
NOMOR : 20 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS DOKTER PENDIDIK KLINIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit Kerja

Menyatakan bahwa :

Nama L TP S I
NIP TP PU P PP
Pangkat/golongan ruang/TMT  foeiueriri i e st e s
Jabatan R P PPIE
Unit Kerja L e vnraeenresasneneerasretataerten e Iesaetenteteeranaeneesrarntoretadlbabetstseren

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Dokter Pendidik Klinis sebagai berikut:

Jumlah Jumlah
Satuan Angka Keterangan/
No ; ; Tanggal : Volume | Angka i
Uraian Kegiatan Hasil Kegiatan Kredit Kredit bukti fisik

dst

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

----------- bEsEs) sersssEsBAERRS

Atasan langsung,

Nama Jelas
NIP.
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CONTOH : LAMPIRAN VIll ;: PERATURAN BERSAMA
PENETAPAN ANGKA KREDIT MENTERI KESEHATAN DAN
DOKTER PENDIDIK KLINIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1201//MENKES/PB/XI11/2009
NOMOR : 20 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 DESEMBER 2009
PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor :
Instansi : Masa penilaian tanggal @ .......... s/d .........
A. | KETERANGAN PERORANGAN
1. | NAMA
2. | NIP
3. | NOMOR SERI KARPEG
4. | PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT
5. | TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
6. | JENIS KELAMIN
7. | PENDIDIKAN TERTINGGI
8. | JABATAN FUNGSIONAL/TMT
9. | MASA KERJA GOLONGAN LAMA
BARU
10. | UNIT KERJA
B. PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH

1. UNSUR UTAMA
a. Pendidikan
1) Pendidikan Sekolah dan memperoleh ljazah

2) Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang
kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat

Kegiatan pelayanan spesialistik

Kegiatan pengabdian masyarakat

Kegiatan pelayanan pendidikan

il i 1

Kegiatan penelitian

JUMLAH UNSUR UTAMA

2. UNSUR PENUNJANG

Penunjang tugas Dokter Pendidik Klinis

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

C. DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM
jabatan. ..o verieieniiiciniennen

eeereeseesraeapangkat ...

Asli disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN

Tembusah disampaikan kepada :

1. Dokter Pendidik Klinis yang bersangkutan;

2. Pimpinan Unit Kerja ;

3. Sekretaris Tim Penilai ;

4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka Kredit;

Ditetapkan di ¢ ....coevrenrersereneans .

Nama Jelas
NIP.

5. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

*) Caret yang tidak perlu




CONTOH : LAMPIRAN IX : PERATURAN BERSAMA

KEPUTUSAN PENGANGKATAN MENTERI KESEHATAN DAN

PERTAMA KALI KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1201/MENKES/PB/XI1/2009
NOMOR : 20 TAHUN 2009

TANGGAL  : 11 DESEMBER 2009

KEPUTUSAN
MENTER! /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR : ,....vvvenniee veersierverarears tererrrrrane cerreenes
TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KAL)
DALAM JABATAN DOKTER PENDIDIK KLINiIS

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 16 Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang
Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya dipandang

perlu untuk mengangkat Saudara ............. dalam jabatan Dokter Pendidik
Klinis.
B, e e e st e et aaanaas
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomar 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomeor 43 Tahun 1999;

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali di
ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4,  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994,

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/17/M.PAN/9/2008;

6.  Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 1201/MENKES/PB/X11/2009 dan Nomor 20 Tahun 2009 tanggal 11

Desember 2009,
Memperhatikan : 1. Surat rekomendasi Kepala Rumah Sakit pendidikan Nomor ..... tanggal...... ;
2. Surat rekemendasi Dekan Fakultas kedokteran Nomeor ..... tanggal .......;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai taNgBAl © ..iiviveicirieiiiiireiiarirtirenaaerarterirenersersaensennes

...................... mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
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a. Nama . e beresearieenteseesantennet iatatirenstrrrraarten iy

b. NIP D everesrersrassstereseratientanan i rnenartrserennss

C Pangkat/Golongan ruan@/TMT ..o s

d. Unit Kerja g
?alam jabatan) ............................... dengan angka kredit .....

Kedua : ) g T L AT LET ST PIRTTITINAID
Ketiga PR T T LT T PP ORUTETITRPRILPLPTIIL
Keempat :  Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan datam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ....cocceerrmrerrrrenienees
Pada tanggal ......... seerssssantanasnsans
Nama jelas

NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN *);

2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

4. Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).

*} Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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CONTOH :

LAMPIRAN X : PERATURAN BERSAMA

KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI MENTERI KESEHATAN DAN

PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

JABATAN DOKTER PENDIDIK KLINIS NOMOR : 1201 /MENKES/PB/XI1/2009
NOMOR : 20 TAHUN 2009

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

TANGGAL  : 11 DESEMBER 2009

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR : .ocviiiivvmrirrirasrivnsnnnnann veriraerereas
TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PERINDAHAN DARI JABATAN LAIN

KE DALAM JABATAN DOKTER PENDIBIK KLINIS

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

a.

bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang
Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Kiinis dan Angka Kreditnya, dipandang
perlu untuk mengangkat Saudara........., dalam jabatan Dokter Pendidik
Klinis;

...............................................................................................

...............................................................................................

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali di
ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/17/M.PAN/9/2008;

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 1201/MENKES/PB/XII/2009 dan Nomor 20 Tahun 2009 tanggal
11 Desember 2009;

Surat rekomendasi Kepala Rumah Sakit pendidikan Nomor ..... tanggal...... ;
Surat rekomendasi Dekan Fakultas kedokteran Nomor ..... tanggal ....... ;
MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal : ........... E ot e Rt etrae e e v e eert et e e raten b ars

.................. mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
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a. Nama

b. NIP U PPN
c Pangkat/Golongan ruang/TMT t.......coiriiiimiiinisiiir s
d. Unit Kerja T PP TTT
dalam jabatan .......coceeeiinnn dengan angka kredit ...
Corvovrncrrennnnnnne )
Kedua : i) T U P PR TIR IR
Ketiga 0 T P TR
Keempat X Apabita dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .......ccivveninieninrenees
Pada tanggal .....ccccoveinininniarcnranes

----- FESIANETEITI IR ANNOSEO0REECUSIONRRIINETIRIROE

----- FesussoersassronussinibEbabauis

NP,

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan;

Z. Kepala BKN/Kantor Regional BKN *);

3.Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD);

4, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

5.Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah *).
6. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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CONTOH : LAMPIRAN X1 : PERATURAN BERSAMA
SURAT PERINGATAN MENTERI KESEHATAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1201//MENKES/PB/XI1/2009
NOMOR : 20 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

SURAT PERINGATAN

NOMOR :

DARI

KEPADA YTH

ALAMAT Dttt tteesesrereceeneeesrraTaiaTeseeraterr e n b er T aeaae e h e sa b e esn et e esanaea e st
TANGGAL et teereesteeerTeseteessteeeeeneacnrntoetan ot anton hoetetiasielbrrnar i T as syt tses

1.

Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama

NIP

Pangkat/Gol. ruang
Jabatan

Unit kerja

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini  sudah ... tahun  menduduki jabatan
tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/17/M.PAN/Q/2008 jo Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
NOMIOT 1vverennereeraeearrennrrarsssesaasens [ 71 T Tahun............. , diminta agar Saudara
dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.

3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari
jabatan Dokter Pendidik Klinis.

4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA, *)
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan;

2. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

3. Pimpinan unit kerja Dokter Pendidik Klinis yang bersangkutan;

4. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;

5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak pertu
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CONTOH :

KEPUTUSAN PEMBEBASAN
SEMENTARA DARI JABATAN
DOKTER PENDIDIK KLINIS

LAMPIRAN XII : PERATURAN BERSAMA
MENTERT KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1201 /MENKES/PB/XI1/2009
NOMOR 1 20 TAHUN 2009
TANGGAL  : 11 DESEMBER 2009

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA™)
TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN DOKTER PENDIDIK KLINIS

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*}

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pertama

bahwa Saudara ..............ceeans | pangkat/golongan ruang
...................... , terhitung mulai tanggal.........dibebaskan sementara dari
jabatan Dokter Pendidik Klinis karena ............. **);

bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis, dipandang periu
untuk membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari
jabatan Dokter Pendidik Klinis;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali di
ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun1994;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/17/M.PAN/9/2008;

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 1201/MENKES/PB/XI1/2009 dan Nomor 20 Tahun 2009 tanggal
11 Desember 2009;

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal @ ....c.occiiiniiiiiiiiii e membebaskan
sementara Pegawai Negeri Sipil :

Nama e
Pangkat/Golongan ruang/TMT @ ... i
Unit Kerja T e r et e st e et e s iae e tr T et it ee b

dari jabatan ......... dengan angka kredit sebesar ........ e )
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Kedua S U VPO P R TR )
Ketiga S P P PP TR IS **)
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ....ceoeercnrenenae
Pada tanggal ....cccveserersernsscininn

Y L T L T R LR LR L R R LT

Nama jelas
NIP,

Tembusan :
1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *}.
5. Pejabat Instansi tain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Alasan pembebasan sementara.
*+*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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CONTOH : LAMPIRAN XII : PERATURAN BERSAMA

KEPUTUSAN PENGANGKATAN MENTERI KESEHATAN DAN

KEMBAL{ DALAM JABATAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DOKTER PENDIDIK KLINIS NOMOR : 1201/MENKES/PB/XI1/2009
NOMOR : 20 TAHUN 2009

TANGGAL  : 11 DESEMBER 2009

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR : ....ccvvvnennn. Crererirnraares
TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN DOKTER PENDIDIK KLINIS
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 28 Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang
Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya dipandang

perlu untuk mengangkat kembali Saudara ............. dalam jabatan Dokter
Pendidik Klinis,
o
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali di
ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4,  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

5.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/17/M.PAN/9/2008;

6.  Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 1201/MENKES/PB/XII/2009 dan Nomor 20 Tahun 2009 tanggal
11 Desember 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal & ..o e e
...................... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :

.
b. NP Dt e rr s Ceresreeaeea

d.  Unit Kerja Deeeiiin, Fee e are s e raes e e e e epan

dalam jabatan .........ccoeiiiiiienn, dengan angka kredit .....
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Kedua

................................................................................................ )
=3 T T PPN ")
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ..........ceneie cerrnnees
Pada tanggal .........coovvvvievinieneeens
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN *);

2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD);

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah *).

5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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CONTOH : LAMPIRAN XIV : PERATURAN BERSAMA

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI MENTERI KESEHATAN DAN

JABATAN DOKTER PENDIDIK KLINIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NCMOR 1 1201/MENKES/PB/X11/2009
NOMOR : 20 TAHUN 2009

TANGGAL  : 11 DESEMBER 2009

KEPUTUSAN

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR : ..o riiiri e creet i s en e e n reea e

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DOKTER PENDIDIK KLINIS KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT
BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pertama

a.

YANG DITENTUKAN *)

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA")

bahwa Saudara : .................. NIP toiiiiinn, jabatan ...............
pangkat............ golongan ruang ........... terhitung mulai  tanggal
.............. telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan
keputusan pejabat yang berwenang Nomor ................ccc.... tanggal
...................... /dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);

bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis, dipandang perlu
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Dokter
Pendidik Klinis;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali dj
ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun1994;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/17/M.PAN/9/2008;

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 1201/MENKES/PB/XI1/2009 dan Nomor 20 Tahun 2009 tanggal
11 Desember 2009;

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal @ ... memberhentikan
dengan hormat dari jabatan Dokter Pendidik Klinis:

o ®

o

Nama D e e aab i eteera e ee et ey e ere s
NIP S
Pangkat/Golongan ruang/TMT & ..ot e s e os svinnns
Unit Kerja L e et eesa et ieeeeaar i a e e ettt n s
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Kedua : il T P
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ........cocovvviiiinininnns

Pada tanggal ....... crerararras N
Nama jelas
NIP.
Tembusan :
1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan®);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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CONTOH :

LAMPIRAN XV : PERATURAN BERSAMA

KEPUTUSAN PENYESUAIAN/INPASSING MENTERI KESEHATAN DAN
DALAM JABATAN DAN ANGKA

KREDIT DOKTER PENDIDIK KLINIS

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 1201/MENKES/PB/XI1/2009
NOMOR : 20 TAHUN 2009
TANGGAL © 11 DESEMBER 2009
KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR : vuvenerenressesasssssresssnsseseersssensenssssesnennen
TENTANG

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

DOKTER PENDIDIK KLINIS

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

a. bahwa Saudara : .................. NIP :............... dengan Keputusan
oo Nomor: ........., tanggal : ..... terhitung mulai tanggal : ....... telah
ditugaskan melakukan kegiatan ................ 27 Vs 7. T

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan Fungsional Dokter
Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya dipandang perlu menetapkan keputusan
penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Dokter Pendidik Klinis.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomeor 43 Tahun 1999;

2, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali di
ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;

3,  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

5. Peraturan Menteri Megara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/17/M.PAN/9/2008;

6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 1201/MENKES/PB/XII/2009 dan Nomor 20 Tahun 2009 tanggal 11
Desember 2009;

1. Surat rekomendasi Kepala Rumah Sakit pendidikan Nomor ..... tanggal...... ;

2.  Surat rekomendasi Dekan Fakultas kedokteran Nomor ..... tanggal ....... ;

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal @ .........covniiiiiiiiii e Pegawai Negeri Sipil

a. Nama- T e s e et ae s

b. NIP

c. Pangkat/Golongan ruang/TMT @ . .ciiiiiieiiiiiiiiiiiiiia ettt e raneas
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d. Unit Kerja

........................................................

disesuaikan dalam jabatan .................. dengan angka kredit sebesar

{ -)
=T 11T O
...................... ")
T T
...................... **)
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Megeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ................. ...
Pada tanggal ...........................
Nama jelas
NIP,
Tembusan :
1. Menteri Kesehatan;
2. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN vang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja Dokter Pendidik Klinis yang bersangkutan;
4. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*)y Coret yang tidak perlu.
**} Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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LAMPIRAN XV1 :

PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 1 1201/MENKES/PB/XIt/ 2009
NOMOR : 20 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/17/M.PAN/9/2008

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA

68



MENTERI NEGARA

' PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA ~—

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTER! NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR: PER/17/M.PAN/9/2008
TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG- MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang

Mengingat

T,

bahwa dalam rangka pengembangan karier dan
peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang
menjalankan tugas di bidang pelayanan kesehatan dan

pendidikan dokter dipandang perlu menetapkan Jabatan

Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya;
bahwa penetapan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik
Klinis dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di
atas, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041}, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

~ Indonesia Nomor 3890);
~ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3495);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 ‘Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian = Sementara  Pegawai.

- Negeri (LembaranNegara Republik indonesia Tahun 1966

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2797); '

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1877 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 23);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negafa

~ Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan
~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun



2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4332),
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang

- Pengadaan- Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

“ ' RepubliK THAoHESA Tahun 2000”Nomor 195, Tambahan

10.

11.

12.

13.

14.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4016),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik

‘Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4017), sebagaimana tfelah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia;



>

Memperhatikan

Menetapkan

1.

Usul Menteri Kesehatan dengan surat Nomor
1192/Menkes/X1/2007 tanggal 14 November 2007,
Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara

--- dengan surat Nomor K.26-30/V95-4/93 tanggal 31 Juli
,2008:-,,—‘....,_,.. e e E. L tnowe. e e e A B R - - .

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara ini yang dimaksud dengan:

1.

Dokter Pendidik Klinis adalah jabatan yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang
untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/medik,
pengabdian masyarakat, pendidikan dokter dan dokter
spesialis di Rumah Sakit Pendidikan serta melakukan
penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran yang
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan
kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang
berwenang;

Pelayanan kesehatan adalah bentuk pelayanan
kesehatan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan,
penyembuhan, dan pemulihan kesehatan akibat penyakit,
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta
pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka
kemandirian di bidang kesehatan.

Pelayanan spesialistik adalah bagian dari pelayanan
kesehatan/kedokteran yang meliputi pelayanan spesialis,
pendidikan dan penelitian dalam rangka meningkatkan
mutu pelayanan kesehatan masyarakat pada umumnya,
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4,"’“‘

dan pendidikan profesi dokter dan dokter spesialistik pada
khususnya, serta pengembangan ilmu pengetahuar/
teknologi kedokteran.

-Pendidikan Dokter —dan— Dokter . Spesialis adalah

- pendidikam profesi dokter dan dokter spesialis yang hampir

seluruh pembelajarannya dilaksanakan di Rumah Sakit
Pendidikan dengan seluruh perangkat sarana dan
prasarananya sebagai penunjang pendidikan dan pasien
rumah sakit sebagai media sekaligus sebagai materi
pendidikan. |
Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit- _yahg
menyelenggarakan pendidikan Ookter dan Dokter
Spesialis dari Institusi Pendidikan Kedokteran.
Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
danfatau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh seorang Dokter Pendidik Klinis dalam rangka
pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk
dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas
menilai prestasi kerja Dokter Pendidik Klinis. |

‘ BAB |i
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis termasuk dalam
rumpun kesehatan.

(1)

@

Pasal 3 _

Dokter Pendidik Klinis berkedudukan sebagai pelaksana
teknis di bidang pelayanan kedokteran dan pendidikan
pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Departemen
Kesehatan dan instansi lain.

Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), merupakan jabatan karier yang hanya dapat
diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai
Pegawai Negeri Sipil.



Pasal 4

Tugas pokok Dokter Pendidik Klinis adalah melaksanakan
pelayanan spesialistk, pengabdian masyarakat, pelayanan
pendidikan dokter dan dokter. spesialis, .. serta melakukan
- penetitian guna pengembrangan ilmu kedokteran di Rumah Sakit
Pendidikan.

BAB 1l

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANS!I PEMBINA

Pasal 5

(1) Instansi Pembina jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis
adalah Departemen Kesehatan.

(2) Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib melaksanakan tugas pembinaan, yang
antara lain meliputi : .

a.

Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan
fungsional Dokter Pendidik Klinis;

Menyusun pedoman formasi jabatan Dokter Pendidik
Klinis, o
Menetapkan standar kompetensi jabatan Dokter
Pendidik Klinis;

Mengusulkan tunjangan jabatan Dokter Pendidik
Klinis;

Sosialisasi jabatan Dokter Pendidik Klinis serta
petunjuk pelaksanaannya;

Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan
fungsional/teknis fungsional Dokter Pendidik Kiinis;
Penyelenggaran pendidikan dan  pelatihan
fungsionalfteknis bagi Dokter Pendidik Klinis dan
penetapan sertifikasi;

Pengembangan sistem informasi jabatan Dokter
Pendidik Klinis;

Fasilitasi pelaksanaan jabatan Dokter Pendidik Klinis;
Fasilitasi pembentukan organisasi profesi Dokter
Pendidik Klinis;
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Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi
dan kode etik Dokter Pendidik Klinis;
Melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Dokter
Pendidik Klinis. - S
7 BAB IV T
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Dokter Pendidik Klinis yang
dinilai angka kreditnya adalah: -
a. Pendidikan, terdiri atas:

1.
2.

Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar;
Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
kedokteran dan memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat;
dan

Pendidikan dan  pelatihan prajabatan dan
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.

b. Pelayanan spesialistik, terdiri atas:

U

Pelayanan medik spesialistik;
Tindakan medik spesialistik;
Memberikan konsultasi spesialistik;
Pelayanan kedokteran forensik; dan
Pelayanan kesehatan lainnya.

c. Pengabdian masyarakat berupa pelaksanaan kegiatan
bantuan/partisipasi kesehatan.

d. Pelayanan pendidikan, terdiri atas;

1.
2.

Pelaksanaan perkuliahan/tutorial dan pembimbingan;
Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi kasus
tanpa pasien;,

Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi kasus
dengan pasien,;

Pembimbingan dan ikut serta dalam pembimbingan
serta menguji dalam menghasilkan disertasi / tesis /
skripst;



5.  Pengujian pada ujian akhir;

6. Pembinaan kegiatan mahasiswa;

7. Pengembangan program kuliah dan penyusunan
bahan pengajaran,;

8. Keikutsertaan dalam Panitia Penilai (Asesor) bahan
ajar/kurikulum;

9. Penyampaian orasi ilmiah; dan

10. Pembimbingan staf muda.

e. Penelitian, terdiri atas:

1. Menghasilkan karya ilmiah di bidang pelayanan
dan/atau pendidikan kedokteran/kesehatan;
Penerjemahan/penyaduran buku ilmiah;

Pengeditan karya ilmiah;
Membuat rancangan dan karya teknologi kedokteran/
pendidikan kedokteran;

5. Menghasilkan rancangan dan karya monumental; dan

6. Penyajian pengembangan hasil pendidikan dan
penelitian.

f.  Penunjang tugas Dokter Pendidik Klinis, terdiri atas:

1. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang
pelayanan kesehatan dan pendidikan;

2. Pengajar/Pelatih di bidang pelayanan kesehatan
lainnya;

3. Keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter
Pendidik Klinis;

4. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional
Dokter Pendidik Klinis;

Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
BAB V
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 7
(1} Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis adalah jabatan
Tingkat Ahli;



@

3)

4

©)

Jenjang jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis dari
yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu

a. Dokter Pendidik Klinis Pertama;

b. Dokter Pendidik Klinis Muda;

- ¢.  Dokter Pendidik Klinis Madya; dan

d. Dokter Pendidik Klinis Utama.
Jenjang pangkat Dokter Pendidik Kiinis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang
jabatannya, yaitu:
a. Dokter Pendidik Klinis Pertama:

Penata Muda Tingkat |, golongan ruang 11i/b.
b. Dokter Pendidik Klinis Muda:

1. Penata, golongan ruang lil/c; dan

2. Penata Tingkat |, golongan ruang lli/d.
c. Dokter Pendidik Klinis Madya:

1. Pembina, golongan ruang iV/g;

2. Pembina Tingkat I, golongan ruéng IV/b; dan

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d. Dokter Pendidik Klinis Utama :

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang {V/d;

dan

2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Dokter
Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumilah
angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang
jabatan.
Penetapan jenjang jabatan Dokter Pendidik Klinis untuk
pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan
jumiah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit,
sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai
dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).



BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILA}

DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

(1) Rincian-kegiatan Dokter Pendidik Klinis sesuai dengan

jenjang jabatan adalah sebagai berikut:

a.

Dokter Pendidik Klinis Pertama:
1.

Melakukan pelayanan medik spesialistik tanpa
pembimbingan terhadap peserta pendidikan
dokter,

Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat
sederhana tanpa pembimbingan terhadap
peserta pendidikan dokter;

Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat
sederhana dengan pembimbingan terhadap
peserta pendidikan dokter;

Melakukan pelayanan kedokteran forensik
dengan melakukan pemeriksaan luar tanpa
pembimbingan terhadap peserta pendidikan
dokter;

Melakukan pelayanan kedokteran forensik
dengan  melaksanakan pencatatan dan
mendokumentasikan laporan otopsi/keterangan
pemeriksaan;

Melakukan pelayanan kesehatan lainnya
dengan melaksanakan tugas jaga melalui
panggilanfon call;

Melakukan pelayanan kesehatan lainnya
dengan melaksanakan tugas jaga di
tempat/rumah sakit;

Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi
kesehatan dengan melaksanakan kegiatan
penanggulangan bencana alam/wabah di

10



10.

lapangan dengan pembimbingan terhadap
peserta pendidikan dokter;

Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi
kesehatan dengan mengamati penyakitlwabah

'di ‘lapangdan tanpa pembimbingan terhadap

peserta pendidikan dokter; dan

Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi
kesehatan dengan menjadi anggota tim
penanggulangan  penyakit/wabah  tertentu
sebagai anggota.

Dokter Pendidik Klinis Muda:

1.

Melakukan pelayanan medik spesialistik tanpa
pembimbingan terhadap peserta pendidikan
dokter;

‘Melakukan pelayanan medik spesialistik dengan

pembimbingan terhadap peserta pendidikan
dokter;

Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat
sedang tanpa pembimbingan terhadap peserta
pendidikan dokter;

Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat
kompleks 1 tanpa pembimbingan terhadap
peserta pendidikan dokter;

Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat
sedang dengan pembimbingan terhadap
peserta pendidikan dokter;

Melakukan tindakan medik spesialitk tingkat
kompleks 1 dengan pembimbingan terhadap
peserta pendidikan dokter;

Melakukan pelayanan kedokteran forensik
dengan melakukan pemeriksaan luar dengan
pembimbingan terhadap peserta pendidikan
dokter;

11



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Melakukan pelayanan kedokteran forensik
dengan melakukan pemeriksaan dalam (otopsi)
pemeriksaan umum tanpa pembimbingan
terhadap peserta pendidikan dokter:

- Melakukan - pelayanan' - kedokteran forensik

dengan melakukan pemeriksaan dalam (otopsi)
pemeriksaan umum dengan pembimbingan
terhadap peserta pendidikan dokter;

Melakukan pelayanan kedokteran forensik
dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang
melalui pemeriksaan patologi anatomik;
Melakukan pelayanan kedokteran forensik
dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang
melalui pemeriksaan serologik;

Melakukan pelayanan kedokteran forensik
dengan melaksanakan pemeriksaan jenazah
ditempat penggalian, tempat kejadian perkara
dan mediko legal lainnya tanpa pembimbingan
terhadap peserta pendidikan dokter;

Melakukan pelayanan kesehatan lainnya
dengan melaksanakan penyuluhan/pelatihan /
penataran kesehatan kepada tenaga kesehatan
dan masyarakat tanpa pembimbingan terhadap
peserta pendidikan dokter;

Melakukan pelayanan kesehatan lainnya
dengan melaksanakan penyuluhan/pelatihan /
penataran kesehatan kepada tenaga kesehatan
dan masyarakat dengan pembimbingan
terhadap peserta pendidikan dokter;

Melakukan pelayanan kesehatan lainnya
dengan memimpin satuan unit kerja pelayanan
kesehatan dengan menjadi koordinator:
Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi
kesehatan dengan melaksanakan kegiatan

12



17.
~ kesehatan dengan mengamati penyakitwabah

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

penanggulangan bencana alam/wabah di
lapangan dengan pembimbingan terhadap
peserta pendidikan dokter;

Melaksangga}n 'ké_éi’at'arvi N 'bantuanlpartisipasi

di lapangan dengan pembimbingan terhadap
peserta pendidikan dokter;

Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi
kesehatan dengan menjadi anggota tim
penanggulangan penyakit/wabah tertentu
sebagai ketua;

Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan
membimbing serta menilai proses pembelajaran
sebagai pembimbing/fasilitator/mentor;
Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan
membimbing serta menilai proses pembelajaran
dengan memberi perkuliahan/tutorial;
Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus
tanpa pasien sebagai pembimbing, fasilitator,
mentor;

Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus
dengan pasien sebagai pembimbing, fasilitator,
mentor;

Membimbing dan  ikut serta  dalam
pembimbingan serta menguji dalam
menghasilkan tesis sebagai pembimbing
pendamping;

Membimbing dan ikut  serta dalam
pembimbingan serta menguji dalam
menghasilkan skripsi sebagai pembimbing
utama;

Membimbing dan  ikut serta  dalam
pembimbingan serta mengu;ji dalam

13



26.
27.

28.

29.

30.

menghasitkan skripsi sebagai pembimbing
pendamping;

Menguji pada ujian akhir sebagai anggota;
Membina  kegiatan mahasiswa dibidang
akademik dan kemahasiswaan;
Mengembangkan program kuliah dan bahan
pengajaran dengan mengembangkan kurikulum
sebagai anggota;

Mengembangkan program kuligh dan bahan
pengajaran dengan menyusun bahan ajar; dan
Menjadi panitia penilai (asesor) bahan
ajar/kurikulum sebagai anggota.

Dokter Pendidik Klinis Madya :

1.

Melakukan pelayanan medik spesialistik tanpa
pembimbingan terhadap peserta pendidikan
dokter;

Meilakukan pelayanan medik spesialistik dengan
pembimbingan terhadap peserta Dokter
Spesialis Klinis;

Melakukan tindakan medik spesialitik tingkat
kompleks 2 tanpa pembimbingan terhadap
peserta pendidikan dokter;

Melakukan tindakan medik spesialitik tingkat
kompleks 3 tanpa pembimbingan terhadap
peserta pendidikan dokter;

Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat
kompleks 2 dengan pembimbingan terhadap
peserta pendidikan dokter;

Melakuka.n tindakan medik spesialistik tingkat
kompleks 3 dengan pembimbingan terhadap
peserta pendidikan dokter;

Memberikan  konsultasi  spesialis tanpa
pembimbingan terhadap peserta pendidikan
dokter;

14



10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

Memberikan konsultasi spesialis dengan
pembimbingan terhadap peserta Dokter
Spesialis Klinis;

Melakukan - pelayanan kedokteran forensik

“dengan nielaksanakan pemeriksaan khusus,

tanpa pembimbingan terhadap peserta
pendidikan dokter;

Melakukan pelayanan kedokteran forensik
dengén melaksanakan pemeriksaan khusus,
dengan pembimbingan terhadap peserta
pendidikan dokter;

Melakukan pelayanan kedokteran forensik
dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang
melalui pemeriksaan toksikologik; .

Melakukan pelayanan kedokteran forensik
dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang
melalui pemeriksaan DNA (forensik molekuler);

Melakukan pelayanan kedokteran forensik
dengan melaksanakan pemeriksaan jenazah
ditempat penggalian, tempat kejadian perkara
dan medikolegal lainnya dengan pembimbingan
terhadap peserta pendidikan dokter;

Melakukan pelayanan kedokteran forensik,
menjadi  konsultan mediko legal tanpa
perhbimbingan terhadap peserta pendidikan
dokter;

Menjadi konsultan etiko legal tanpa
pembimbingan terhadap pesefta pendidikan
dokter;

Melakukan pelayanan kesehatan lainnya
dengan memimpin satuan unit kerja pelayanan
kesehatan dengan menjadi ketua departemen;

15



17.

18.

Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan
membimbing serta menilai proses pembelajaran
sebagai narasumber;

Melaksanakan . . - perkuliahan/tutorial dan

"~ membimbing serta menilai proses pembelajaran

18.

20.

21

22.

23.

24,

25.

26.

27.
28.

29.

30.

sebagai pembimbing keterampifan Kiinis;
Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus
tanpa pasien sebagai narasumber;

Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus
tanpa pasien sebagai pembimbing keterampilan
Klinis;

Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus
tanpa pasien memberi perkuliahan/tutorial;
Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus
dengan pasien sebagai narasumber;
Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus
dengan pasien sebagai pembimbing
keterampilan Klinis;

Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus
dengan pasien dengan memberi perkuliahan /
tutorial;

Membimbing dan ikut membimbing serta
menguji dalam menghasilkan disertasi sebagai
pembimbing pendamping;

Membimbing dan ikut membimbing serta
menguji dalam menghasilkan tesis sebagai
pembimbing utama;

Menguiji pada ujian akhir sebagai sekretaris;
Mengembangkan program kuliah dan bahan
pengajaran dengan mehgembangkan kurikutum
sebagai ketua;

Menjadi panitia penilai (asesor) bahan ajar /
kurikulum sebagai sekretaris;

Menyampaikan orasi ilmiah; dan
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31. Membimbing staf muda pada jenjang yang lebih

muda.

Dokter Pendidik Klinis Utama:

1.- Melakukan pelayanan medik spesialistik tanpa
pembimbingan terhadap peserta pendidikan
dokter;

2. Melakukan pelayanan medik spesialistik dengan
pembimbingan terhadap peserta Dokter
Spesialis Klinis Konsultan;

3. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat
kompleks 4 tanpa pembimbingan terhadap
peserta pendidikan dokter;

4. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat
kompleks 4 dengan pembimbingan terhadap
peserta pendidikan dokter;

5. Memberikan konsuitasi spesialis dengan

' pembimbingan terhadap peserta Dokter
Spesialis Klinis Konsultan;

6. Melakukan pelayanan kedokteran forensik
dengan menjadi saksi ahli tanpa pembimbingan
terhadap peserta pendidikan dokter:

7. Melakukan pelayanan kedokteran forensik
dengan menjadi saksi ahli  dengan
pembimbingan terhadap peserta pendidikan
dokter;

8. Melakukan pelayanan kedokteran forensik
dengan menjadi konsultan mediko legal dengan
pembimbingan terhadap peserta pendidikan
dokter;

9. Melakukan pelayanan kedokteran forensik

dengan menjadi konsultan etiko legal dengan
pembimbingan terhadap peserta pendidikan
dokter;
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10. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan
membimbing serta menilai proses pembelajaran
sebagai penguji;

11.- Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus

- tanpa pasien sebagai penguiji;

12. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus
dengan pasien sebagai penguiji;

13. Membimbing dan ikut serta  dalam
pembimbingan serfa menguji dalam
menghasilkan disertasi sebagai pembimbing
utama,;

14. Menguji pada yjian akhir sebagai ketua; dan

15. Menjadi panitia penilai (asesor) bahan ajar /
kurikulum sebagai ketua.

(2) Dokter Pendidik Kiinis Pertama sampai dengan Dokter
Pendidik Klinis Utama yang melaksanakan kegiatan
penelitian guna pengembangan iimu kedokteran dan
penunjang tugas Dokter Pendidik Klinis diberikan nilai
angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Dokter Pendidik

Klinis yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk

melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (1), maka Dokter Pendidik Kiinis lain yang berada satu

tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya

dapat melakukan kegiatan' tersebut berdasarkan penugasan

secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

a. Dokter Pendidik Klinis yang melaksanakan tugas Dokter
Pendidik Klinis satu tingkat di atas jenjang jabatannya,
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(1)

2

&)

4

(1)

angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 %
(delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir
kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran |

- Peraturan-—Menteri - Negara - Pendayagunaan Aparatur

Negara ini.
Dokter Pendidik Klinis yang melaksanakan tugas Dokter
Pendidik Klinis satu tingkat di bawah jenjang jabatannya,
angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama 100%
(seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir
kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara ini.

Pasal 11
Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka
kredit terdiri atas:
a. unsur utama; dan
b. unsur penunjang.
Unsur utama terdiri atas:
pendidikan;
pelayanan spesialistik;
pengabdian masyarakat,
pelayanan pendidikan; dan
penelitian.
Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung
pelaksanaan tugas Dokter Pendidik Kiinis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf f.
Rincian kegiatan Dokter Pendidik Klinis dan angka kredit

® oo T p

masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk Dokter Pendidik Klinis adalah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran | Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 12
Jumiah angka kredit kumulatif minimal yang harus
dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat
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2

(3

4)

diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat
Dokter Pendidik Klinis sebagaimana tersebut dalam
Lampiran |l dan Lampiran lil Peraturan Menteri Negara

- Pendayagunaan Aparatur Negara ini, dengan ketentuan :
~a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka

kredit berasal dari unsur utama dengan rincian :
1). pelaksanaan  pelayanan spesialistk paling
rendah 30 % (tiga puluh persen);
2). pelaksanaan pengabdian masyarakat paling
tinggi 10 % (sepuluh persen);
3). pelaksanaan  pelayanan pendidikan paling
rendah 25 % (dua puluh lima persen); dan
4). pelaksanaan penelitian di bidang kedokteran
paling rendah 15 % (lima belas persen).
b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit
berasal dari unsur penunjang.
Dokter Pendidik Klinis yang telah memiliki angka kredit
melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk
kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan

angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan

jabatan/pangkat berikutnya.

Dokter Pendidik Klinis yang telah mencapai angka kredit
untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada
tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang
didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan
mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 %
(dua puluh persen) dari jumiah angka kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat
lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Dokter Pendidik Klinis Utama, pangkat Pembina Utama
golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki
pangkat dan jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka
kredit dari kegiatan tugas pokok paling rendah 25 (dua
puluh lima) angka kredit.
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@
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@
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 Pasal 13

Dokter Pendidik Klinis yang secara bersama-sama

membuat karya tulis/karya iimiah di bidang pelayanan dan

pendidikan  kedokteran, - pembaglan angka kreditnya

ditetapkan sebagai berikut: " T

a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka
pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh
persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh
persen) untuk penulis pembantu;

b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka
pembagian angka kreditnya adalah 50 % (lima puluh
persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25%
(dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; atau

c. Apabila terdiri dari 4 (empaf) orang penulis maka
pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat
puiuh persen) untuk penulis utama dan masing-
masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis
pembantu.

Jumiah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 14

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,

setiap Dokter Pendidik Klinis wajib mencatat dan

menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.

Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap

Dokter Pendidik Klinis dilakukan paling kurang 1 (satu) kali

dalam setahun.

Penilaian dan penetapan angka kredit bagi Dokter

Pendidik Klinis yang akan dipertimbangkan untuk naik

pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1

(satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan

pangkat Pegawai Negeri Sipil.
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Pasal 15

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit,
adalah:

@)

T

Direkfur Jenderal -yang membina pelayanan medik

Departemen Kesehatan bagi Dokter Pendidik Klinis
Utama yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan
di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi
lainnya;

Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina
pelayanan medik Departemen Kesehatan bagi Dokter
Pendidik Klinis Pertama "sampai dengan Dokter
Pendidik Klinis Madya yang bekerja pada Rumah
Sakit Pendidikan di lingkungan Departemen
Kesehatan;

-Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Dokter

Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter
Pendidik Klinis Madya yang bekerja pada Rumah
Sakit Pendidikan di lingkungan Provinsi.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter
Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter
Pendidik Kiinis Madya yang bekerja pada Rumah
Sakit Pendidikan di lingkungan Kabupaten/Kota.
Pimpinan unit pelayanan kesehatan Departemen
selain Departemen Kesehatan (setingkat eselon II)
bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan
Dokter Pendidik Kiinis Madya yang bekerja pada
Rumah Sakit Pendidikan di instansi masing-masing.

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibantu oleh :

a.

Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Pendidik
Klinis Departemen Kesehatan bagi Direktur Jenderal
yang membina pelayanan medik Departemen
Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai
Direktorat Jenderal;
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(1)

@

3)

4

Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Pendidik
Klinis Sekretariat Direktorat Jenderal Yang Membina
Pelayanan Medik Departemen Kesehatan bagi
Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina

~pelayanan - medik - Departemen ‘Kesehatan, yang

selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja ;
Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Pendidik
Klinis  Provinsi bagi Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai
Provinsi;
Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Pendidik
Klinis Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim
Penilai Kabupaten/Kota;:
Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Pendidik
Klinis unit pelayanan kesehatan Departemen selain
Departemen Kesehatan (setingkat eselon II), bagi
Pimpinan unit pelayanan kesehatan Departemen, .
yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi. |
Pasal 16

Tim Penilai Jabatan Dokter Pendidik Klinis terdiri dari
unsur teknis pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter,
unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Dokter
Pendidik Klinis.

Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut :

a.
b.
c.

d.

Seorang Ketua merangkap anggota;

Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur
kepegawaian; dan

Paling kurang 4 (empat) orang anggota.

Anggota Tim Penilai dimaksud pada ayat (2) huruf d,
paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Dokter
Pendidik Kiinis.

Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai adalah :
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)

2)

3

4)

1G]

a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama
dengan jabatan/pangkat Dokter Pendidik Klinis yang
dinilai;

b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi

~~kerja Dokter-Pendidik Winis; dar -

c. Dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 17

Apabila Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal

belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat

keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian.dan
penetapan angka kredit Dokter Pendidik Kiinis dapat
dimintakan kepada Tim Penilai Direktorat Jenderal.

Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk

karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai

yang ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit

Dokter Pendidik Klinis dapat dimintakan kepada Tim

Penilai Provinsi terdekat atau Tim Penilai Direktorat

Jenderal.

Apabila Tim Penilai Kabupater/ Kota belum dapat

dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan

Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan

angka kredit Dokter Pendidik Klinis dapat dimintakan

kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim

Penilai Provinsi atau Tim Penilai Direktorat Jenderal.

Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena

belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang

ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Dokter

Pendidik Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai

Direktorat Jenderal.

Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai

ditetapkan oleh :

a. Direktur Jenderal yang membina pelayanan medik
Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Direktorat
Jenderal dan Tim Penilai Unit Kerja;
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b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk Tim Penilai
Provinsi;
c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Tim
-Penilai Kabupaten/Kota; dan
~dvePimpinan onit~petayanan kesehatan Departemen
selain Departemen Kesehatan (setingkat eselon 1)
untuk Tim Penilai Instansi.
Pasal 18

(1) WMasa jabatan Anggota Tim Penilaian adalah 3 (tiga) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan
berikutnya.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim
Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat
diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang
waktu 1 (satu) masa jabatan.

(3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai,
maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim

- Penilai Pengganti.
_ ‘Pasal 19

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Jabatan Dokter

Pendidik Klinis ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku

Pimpinan Instansi Pembina jabatan Dokter Pendidik Klinis.

Pasal 20

Usul penetapan angka kredit Dokter Pendidik Klinis diajukan

oleh :

a. Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan paling rendah eselon II
di lingkungan Departemen Kesehatan, Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi, Kepala 'Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, dan Pimpinan Unit Kerja yang secara
fungsional membawahi Rumah Sakit Pendidikan non
Departemen Kesehatan (paling rendah eselon 1) kepada
Direktur Jenderal yang membina pelayanan medik
Departemen Kesehatan untuk angka kredit Dokter
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(1

(2)

Pendidik Klinis Utama  di lingkungan Departemen
Kesehatan dan Instansi lain.

Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah
eselon H-kepada Sekretaris Direkiorat Jenderal yang

- membina - petayanan'medik Departemen Kesehatan, untuk

angka kredit Dokter Pendidik Klinis Pertama samf:ai
dengan Dokter Pendidik Klinis Madya di lingkungan
Departemen Kesehatan.

Pejabat yang membidangi kepegawaian yang
bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi,
untuk angka kredit Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai
dengan Dokter Pendidik Klinis Madya di lingkungan
masing-masing.

Pejabat yang membidangi kepegawaian yang
bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, untuk angka kredit Dokter Pendidik Klinis
Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya di
lingkungan masing-masing.

Pejabat yang membidangi kepegawaian yang
bersangkutan kepada Pimpinan Unit Pelayanan
Kesehatan yang secara fungsional membawahi Rumah
Sakit Pendidikan di luar Departemen Kesehatan (paling
rendah eselon 1I), untuk angka kredit Dokter Pendidik
Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis
Madya di lingkungan masing-masing.

_ Pasal 21

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk
mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Dokter
Pendidik Klinis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Dokter Pendidik
Klinis yang bersangkutan.
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BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN DOKTER PENDIDIK

KLINIS
Pasal 22

" Pejabat “yang berwehamy mengarigkat Pegawai Negeri Sipil
dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis, adalah pejabat yang

berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

3)

Di

Pasal 23
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali
dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis harus memenuhi
syarat:
a. Berijazah paling rendah Dokter Spesialis;
b. Rekomendasi Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan
Dekan Fakultas Kedokteran; :
¢c. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat |,
golongan ruang lil/b; dan
d. Setiap wunsur penilaian prestasi kerja dan
pelaksanaan pekerjaan . dalam Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah benilai
, baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Pengangkatan jenjang jabatan Dokter Pendidik Klinis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama
dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit.
Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan
formasi jabatan Dokter Pendidik Klinis, yang telah
dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon Pegawai
Negeri Sipil.
Pasal 24
samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
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Dokter Pendidik Klinis dilaksanakan sesuai dengan formasi
jabatan Dokter Pendidik Klinis, sebagai berikut:

1.

(1.

(2)

3)

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan

. Dokter Pendidik Klinis ~dilaksanakan sesuai dengan

formasi jabatan Dokter Pendidik Klinis yang ditetapkan

oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang

pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat
pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan

Dokter Pendidik Klinis dilaksanakan sesuai dengan

formasi jabatan Dokter Pendidik Klinis yang ditetapkan

oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab

di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah

mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian

Negara.

Pasal 25

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke

dalam  jabatan Dokter Pendidik Klinis dapat

dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24; '

b.  Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; dan
Sefiap unsur penilaian prestasi kerja atau
pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang benilai
baik dalam 1(satu) tahun terakhir.

Dikecualikan dari ketentuan usia paling tinggi 55 tahun

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, bagi Dokter

Spesialis yang menduduki jabatan Dosen pada pendidikan

tinggi bidang kesehatan dan menjalankan tugas di rumah

sakit pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama

dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan Dokter

Pendidik Klinis ditetapkan sesuai dengan jumlah angka
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kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit yang berasal dari unsur utama
dan unsur penunjang.
. ...  BAaBIX vf
' PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI.
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
Pasal 26

Pejabat yang berwenang membebaskan sementara,

mengangkat kembali, dan memberhentikan Pegawai Negeri

Sipil dalam dan dari jabatan Dokter Pendidik Klinis, adalah

pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan., ‘
Pasal 27

(1) Dokter Pendidik Klinis Pertama pangkat Pengatur Muda
Tingkat | golongan ruang WI/b sampai dengan Dokter
Pendidik Klinis Utama pangkat Pembina Utama Tingkat |
golongan ruang |V/d, dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak menduduki pangkat dan/atau jabatan terakhir tidak
dapat mengumpulkan an'gka kredit yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Dokter Pendidik Klinis Utama pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki
pangkatjabatannya tidak dapat mengumpulkan angka
kredit paling rendah 25 (dua puluh lima) dari kegiatan
tugas pokok.

(3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), Dokter Pendidik Klinis
dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

a.  Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat
berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan
pangkat;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri
Sipil;
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(1)

(2)

&)

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter
" Pendidik Klinis;

d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali
~ untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 28
Dokter Pendidik Klinis yang telah selesai menjalani
pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a, huruf c,
huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali dalam
Jabatan Dokter Pendidik Klinis.
Dokter Pendidik Klinis yang dibebaskan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b,
dibebaskan sementara karepa diberhentikan sementara
sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, diangkat kembali dalam
jabatan Dokter Pendidik Klinis, apabila berdasarkan
Keputusan pengadilan yang teiah mempunyai kekuatan
hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana
percobaan. '
Pengangkatan kembali dalam jabatan Dokter Pendidik
Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang
dimiliki dan angka kredit dari prestasi kerja di bidang
pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter yang
diperoleh selama pembebasan sementara setelah
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit.

Pasal 29

Dokter Pendidik Klinis diberhentikan dari jabatannya apabila:

a.

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat mengumpulkan
angka kredit yang ditentukan;
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(1

@

3)

(4)

Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman
disiplin berat berupa penurunan pangkat.
PENYESUAIAN / INPASSING DALAM JABATAN
DAN ANGKA KREDIT
Pasal 30
Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini telah
dan masih melaksanakan tugas pelayanan kesehatan dan
pendidikan dokter berdasarkan keputusan pejabat yang
berwenang, dapat disesuaikan/diinpassing dalam jabatan
dan angka kredit Dokter Pendidik Klinis dengarn ketentuan:
a. Berijazah Dokter Spesialis dengan rekomendasi dari
Direktur Rumah Sakit dan Dekan Fakultas ‘
Kedokteran;
b. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang Ili/b; dan _
C. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau
pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian
Pelaksanan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) temasuk Dokter Spesialis yang diangkat dalam jabatan
Dosen pada pendidikan tinggi bidang kesehatan dan yang
bertugas di rumah sakit pendidikan.
Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam
jabatan Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adalah angka kredit terakhir yang dimiliki
dalam jabatan fungsional Dokter.
Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan
jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan
disesuaikan/inpassing harus mempertimbangkan formasi
jabatan.

31



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Ketentuan  pelaksanaan  Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh
Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 32
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2008

32



eApep GLO0 uByepu: S|Uiy sieIseds Jepjo() slased depeyie) vebulquiquad vebueq g
sApeny 80070 ueNepun JOPOP UBHIPIpA EpelJe] UeBtIquIGW uej | si[e1sads |s8)NsLOy ueNUSqWeW D
Jepjop uenpipyusd wuesad depeyss) veBuiquiquad ueBuan
BWBIN ¥Z 0 UENEPUR ¥ YojdUIOy JEHBULL
Apen 500 ueNepuy € S%eidwoy 1ExBuLL 9
eApEW 900 UBBpUR Z Swo|dwoy 1eNDulL P
PN €00 uejepug | SyoidwoN JexbuiL o
epniy 00 ueepun Buepss jeybull q
EWEag G000 uesEpuy BUBLiapas jEX0UIL € Z
JepOp ueyipipuad epesed depel) uebuiquiiqued edug ]
BUWEYN 220 uexepun ¥ SY9|dWoN JBNBULL J
BAPEW 900 ueyepun £ Sxaidiioy ebull 9
BAPEIN 500 uenjepup Z Soidwoy 1eBuiL P
EPIN 1200 umjepul} | syaidlioy 18xDuL 2 :
PN €100 ueyepun BUEpas JewBulL ‘4 snsyeiseds
BBy ¥00 0 UeepuR BUBLBPOS JeYBUL & | WIPSW Ueyepul uBRYEloK ‘g
awen £10°0 uslsed UBNSUO)| SIVIR siieseds Janjog euesad depeyie) uebulquaqusd usBueg
eApEN £0°0 UsisEg Siuly sieisads Jopjog epesed depeyis) uebuiquiquied Uebueq ¢
epni 1000 udjseg JOPIOp Ueyipipuoed Bles
BN ZL00
BADEW 600'0
epny 800°0 Ansieisads MILSITYISIdS
Blleped £00°0 usised Jepjop uexipipuad epasad depews) ueBuiquiqued edue) Apaw ueuedelsd uexnyelen v NVNVAVI3d] 1l
uejegeferd
- z Jejuipisg ueyne|ed Uep ueyipipusd °
Jejues
Z ejLeg e - | elgjue eAysliET (1d118)
ejues ] 9] _eiBjue efueuie] veype uep uexipjpuad
Rojyes Wl o9 - | 81 BIBIUE BAUBWE] jBWwe] epuel jeing jedepusw uep
~JExeg Wl 006 - | p9 EIEIUE BALUBWE ) uejeyasay Buepiq |p jeucisbuny
3l CETITS wel | 9§ vep Wioo]BAUEUIE) ueynerpd Uep UEYIPIPUSG -
ll.w%mmg " 007, yezef ugjinsuoy siBIseds ; a_,m_mohmhwmmlhww_wnlnl yezell jedepusw uep
enwes - ! 0si yezell s|leissdg epi0Q | YE|O4SS Ledjipipuad Y NVAIQIaNId] |
L i 9 G |4 £ 4 l
Lig3us USYH dVILIS
VNVSAHYI3d VIONV NVILYS NYLVIOZM HILNG dNSNN ans HNSNN ON
VANLIQIN VHONY NVQ SINIDI MIQIONZd H31N0A
TYNOISONNS NYLVEYF NYLVIOIN HILNG NYIONIY
8002 Jequeydes gi "TWVOONVYL

B00Z/6/NVd' W L4 d "HOWON
YVHVDIN HNLYHYdY NYYNNOVAVANTd
VUVOIN INILNIN NVENLYHEAd {1 NIV




e

uebuede; ip yegqemneiued uusaucos_ z
P 50 e — 5
SWeled S0 5] umeysse) isedised]
ueBuede) |p yeqemywele euesueq uebueniBususd ueeiBe) uNeuBsYBlOW | juenjueg uejeiBey :-a:-s.-_om—
epny i ey JO}BUIRI00N 'q
EApBN ) 7] uslispedeq eney 8
ugleyasy)y cacgc.on Bl1ay Jun uenjes :ﬁE.EoE £
L] 2000 =
ephy 2000 [15]
JeyeuBASBU UBD
uejByoesey ebeue) epedey :Eusooux usimeyedueygejadiueyniniueg T
BUWled 800 e IBS (engARdLeng q |
Cuiiod 200 0 5] 1e9 Upjuejibbiuag v
eber s8bn) uminRe L BAUU|E| UEIBYSSRY UBUBARIed I}
sWEl ) s JPIOp UB|pIPUd BUesed dBpBL8) FBDUIGUIGU] VeBUST 'q |
eipe 900 e JOPIop UBNIPIP!
{eBa o3B3 usynsuOY _vxcos_ g
Bsweln [K] snsey
wApEi 800 S8
U} z0 N
I %) o RHep :gggailmﬂgeﬂ.ﬁdq_mﬂ_ﬁﬂllé
1YV I1SYES [pejusy €
Buelad 5000 ueiods| UEES) Uellag 183180010 UBICTE] UBNISEIURWIHORUBW UEP JBIBOUSY @
eipsi €10 yezriiel
BpNN 600 yszeus] Jepjop uBxppusd wue
eAuule) [eBa; Oxipewt uep Bieied ueipeley Jadwe;
‘usyeBBuad vedwa) 1p Yezeus! ueemiLBed UBNBUBEYBION P
BADEW 900 UsWseds Ueim{SICW WiSURIGH) ¥NQ tiesjuewsd (y
] €00 Uewjseds ,ﬁo.es UBBSSWed (¢
EAPEN 5900 USWEads _ ~IBOjONSI0) VBB (&
epnN G600 usuiiseds XUGIEDE [B0j01ed UBRSIHRWRG (|
Buefunued usessuewed usNBION O
BAPBI $L0°0 snsey —_Japiop usipipusd eliesed depelpe) UBUIqUIGWed USbueg (2
BApBY 800 S|y J8jop UByipipusd Buesed mauu_ts veluiquiguwed sduw L ()
SRENLY UBESHLIEWRd 'q
Eph 300 ey 1OpiCP Ueipjpued Elieses depeli9) UEBUIqUIGLSd Usbbeg (&
€PN Z00 sheey Japiop Uexipjpued ey
. WnLun VeERjewed 8
(isdoQ) Wejep ueasypawad ueNMBIOW T
PN £0'0 sns\y| Jepjop ueyiplpusd eyesed depryie) usbuiquiqued uebusg "q
Bulspad 100 ey Hpop UBYPIPUed VueTed JpeyIa) UBBUKUIGINT BIUE) ©
Jen) uResUSWed uBiNYRIeN | YISUBIO) UBIBDIOPSY UBLEBABIad ")
e BB zoo | ueNepu UBHNSUOY SjUINY SIjeIS0ds I Buased depsye] uety £
L 8 g ¥ £ z )
YNVSIVIEd . ..%owuu .__muq:._.._ Vs NVLVIOIN NILNG ¥NSNN aNs unsNn  [on




BADE -1 600 wnjnyuny SHRAses jebages g
wnynyunele weyeq (Josesy)
BN ZL0 wnny - eney ebeges B 1B}jUSe BRIEJ WBJEP UBBUSSINYION “H
epni 800 WU 182 UNUBQ UNSTAUAW 2
€PN Y00 wmngeny | moBBuy g
ueiefebuad
BADEW 900 winjrEny , ey ® ugyeq ueunsniuad uep yeyny
. wnnypny ueyBuequslbusly | weuBaud ueBuequebusd '©
PN i wel UGEMB[SEUBIISY UBP Y|LIoPeYs BUBPIGIP BAIFEURIL LGDeN SUIGUON BAS[SEUBW UBIB|DeY USBUIqUISG |
] o’ UEeIBey TOBbUY Rbeqas ¢
CApEN 900 UGEIBoN SHEIeG 1B0eGes ¢
) 800 ey vy EBWGeS | Juppe ueyin eped ueiinbuad ‘3|
BpNN , £0'0 —Ehlw._gua u:_mﬁuu_.in_ uEaEEEOn_ [pelusw 'q
BpPN : 800 yyeuessd , VN ONQUIqURd [PEUew '8
, wdnig €
spniy . S10 Geesed || , BudwEpUeg BUIGWIGWed IPElew G |
eApe T E0 iyeesed sweI} BUKLIGWed Peluew |
- 8891 Z
Bipen L0 epesed puidumpued Buiquiquiad pefuatl 'q
) - usyiiseybuew weiep |(nbusw
BweN T ozre yyepesed swe)n Buiquigwed ipeluew e #e6 UsBuquIqwed WBEP BYeS
: sepesig | Iny| uep ueBulquiqued "al
sApei 900 ugEoy (BUGI L/UEGwined IeqUeN_§
Bwen 800 ueeiBey nBueg PR ¥
BPhN V0 0 ~URuIBeN
eApop 900 ueEbay ueised UBBUSD ISNXEIPHBUILSS
eApeN 500 ueRiBey Joqunewiey Ipever 1+ | urRiusd uep UBBUIQWIGWRY ")
eApep 900 UGiEIBoN " BoIN LJUS inyad LOquen S
BUIEY) . 80°0 usje| < Tbuagd IpelieN ¥
BPN . 80°'0 (LT ugysed
efpey 800 usRBey) iUy Uejdwesaiey Buquiqwed [pElUely ¢ | edug) snsey ISM{Sip/ JEULSS
BAPERA S0'0 ueeiiey TOqWINSEIEN |pEjUell | | uejeljued uep uebuiquiqued ‘g
epnp —__ Y00 URETBay _ [ELOJN L/UBUETi}0d POQUIOW S
G T 80Q URee) _ T nued PO ¥
CphpA "800 TEeoeN JOJUeL HOPRTIIe; [OUIQWIGIIed (PR € |
— SADBA_ ___800 uEiey SUiDE VS WEiwe Buiquqwed [psluen ¢ | usBuiquiqwed uep NVMIQIONTd
uE i S0°0 uejeiBey -JSGUINTEIEN [pejuew | [EHOIN | /UBYENYIGT UBBUBSHEIad Y NYNVAVYI3d] Al
BuIRed A ey , HOBEUB [#BUGES
epny §0 ex [T )] ‘e
muape) yeqesypeluad uebuendbueued wy eloBbue pelusy ¢
SN §0_ _ I JeNIOP USHPIDUS] ¥1G59d dUPOGIo) LRBUIWIAUIed USBUSG 'q |
suwmyiad sT0 [ I9PHOP UENIPIPUS] Eesed UBpENse) UBBUKWKILGA GOUR)Y ¢
7 g . ¥ € z !
VNVENY13d 1g3edi THSYH dVlL3S

VIONY NVALYS . NV.LVIODM HILNG dNSNN ans HNSNN ON




mnﬂi !.Eow ,

2 e leguinselgy AojRIepaLl fRiequiod g URBUESEY JUBIGCPEY
Buelus] enwies 3 TN Uereseied © uesipipued Buepiq [p BAIBYBYO]
: 1B5BGeS BAIBYENO] JBUjWes pnjBueN | JIBUIWAS Wejep EUes veled ‘g]
SINI NIQIAN3d,
“ ugjeyese/uRISHOPSY Unypipued HILNOQ SYONL
Suefus| enwes £0 uesefoled wef 7 temebod usyneed usp uexipipusd sped yhsjew peleBusiy Buepiq ugeied usfebued v ONVINANSd]
‘FeyRIBASBI YSI0 UBERIUBWID jedep el uspiieuad ugp umiipipued jisey
Buefuepr enwes G} uefey uepiieuad uep ueypipued ysey usBusquaelued usyifeiuep ueBuequebued ueifefuad ‘4
Buefusr enwog oL uefiusouey 1830 BIBDeS ImjElg €
) Bueluer enuieg 0C uelueouey OIS ELUIWMU] BI600S TNEI) 2 jEuswnuow BAey
Budluer BnWes 1 UBBUSOURY T [SUO|SBU BIEDOR NI 1 | uap ueBueaua) ueNseyBUSY .mf
BuBluer enwies ) UeBueouey SUCISEN G ,
[ Busluer enwes ~ 02 ustueouey JEUCISELON] B
usyueledip YeplL Z
Buefuer Bnweg or veBuesuvy [EUOISBN 'q © uslepjopay ueypipued
Buelier enweg o8 URBUROURY EUGEs W] = {uBIepRiop@ {BojoUNS}
usyusjadig elusy uep uebusouel JeNqUeN ‘g
Buefuep enwag 1]} mng e BB} LBNWISK YBsiwy BANY SuguniuswpipeBuen yei)) eArey veypaBuad o
Ui} nynq
Busfuer snwes Si nmng VBRI UBNW|BY YBIW N3NG JNpRALBWUB SIS IUSKY uinpelusdueyeweisued gl
Busluer ey € UBRliMIed (ueeesndiad 1p vedwgie); :ax_oux_.a:mﬂ WEPR BURA Upjjausd [jee 3
Busluer enwesg Iy Qe YEIW]t UBSHN} [8B8qes WNWn YB[Rew 4e| yajeleli TuRIGY @
i BUBJUe[ enwies [] 10804 |suoiseN (q
Buefuer enwes ol o780 oSSl (8
Jaisod (2
[ Buelter enweg o1 UEENB BUCEEN (G
| Busjuer BNeS gl YerEN BudEEweI| (8
_ uSesig +
JBUIOS IN|BIOIN ‘P
buelusl enwieg [T ] [SE)IPODELS) 8P [BUCINEN (€
Busluel #huies [T URERN IS PRD|BIW] [CUDISBN (Z
Buslue] snwes o UBeeN [Ty
- yepui yeefew "o
Busluel Bnwes or ming ISuRISe PNG °Q uejeyesay
Uele] SNieg 0z PRIBOUON IBGUON T JRISHIOpSY UBYpIpuSd
. ANeG wejep neje/uep ususiejad Buspiqip
Yeuj) BN NEIB Ming %nuaq Wejep uexseiigndip Bue uenyeued jsey | yBitu)s BAIEY UBjisBYBUSK Y NVLLN3N3g] A
BApeN g9e0°0 WUy BPTHU Y@ -Tu: X Bueluey BUquIGuIep BN JE1s UBBUIGUIGIOd [
eApBYY €0°0 WRELNY YRIW)) [SBIO UBNIBAWRAUSIY yejwj |sei0 uejediiegAued |
RPN 90°0 Wy MoBbuY jebeges
L 9 9 ¥ € z ]
Haz USVYH dVLL3S
YNVYSMV13d VIDNY NVILVE NYLVIOIN ¥LLNg HNSNN BNS HNSNN ON




A5

Susfue! enweg Si S|LUOPENS UEMBULOYSY Jejel ysjoisdweny
“Busiue] enweg 5i (E-87 £ wiBAg
Busiue! snilieg oL (Z-s1Zemns 'q
Busiie] enuieg g Al BWwojdi0 / | S wuelieg '8
‘zAusalin Buspiq Jenj ip Jejsb / Yszef ysjouedwap
Bueiual Bniueg 0z UBJRTNOPWH] 7 UBIBUeS@ (E-5) € &0NS 4
~Busuel wnuieg Si UBISDOPPY [ UEBYSsRY JIVIDEN (2-G) £ WEAR B eAuue)
. usisyasey Buepiq ip Jeiel ; yexe]) yejousdwep ueeueesey JBjoB usye|oled * d|
Buafuo! enweg ! ueebisybued j unys} (unindes) 0} 9
Cusiue! enuweg Zz vselusylueg uny) (ynind enp) 0Z 'q
Busjue] enuweg 5 usetileytived unyes (ynjnd ety) o ‘& ese{ BpUE}
elleg elsey euesue elieg esel epusiusefipyBuad JjuesseyBuad uayejoled 3|
Busfusl enweg L0 unye] BjobouY 'q SIUIDI XIPIPURg Joniod
Busiue] miusg )} unye) WA IBAARMES) B neuoisbun) uejeqe| feiusd
Busfuef Bnweg : 186eqes '[enued uil ejobtue |pefusly il wejep uaeioBbuaey -af
Busjuef wnwes §2'0 unyey Sommc< 'q
“Busfus] ehieg ) uniel BRI IS & SIUID| MiPIPUBd JopioQ
: jefeqes jsaycud |sesiuetio eobbue ipelusiy |sesjusiio weep uewobbugey D
Buefue] enweg 1 ey wobbuy ‘q
Ouejuel enweg g} tex eney 8
: |efeqges yeiwi jsebajep RnNIBUSK
Busfue snweg ] ey eueseg
i ] g [ . £ Z L
VNVEXVTad a3y WsvH NVLVIOZN BUNE UNSNN 8N unssn |ow

WIONY —...-(Fuu NVILYS




0501 00E 00z 051 HYT1WATr
m SIUIDY MPIPUBY FENOQ

] ovl * (1]]} 08 05 0E ] . %02 5 sebn) ueeuesyeled Bunynpusw Buek ugeiba)y)
ONVYINNNDd UNSNN
m uepgjeusd 3
“ uBjIpIpuad Ueueielsd 'Q
M T T 1eesehsep uejpqebued

0z 095 1144 oze 002 ozt ov - %08 2 - Ansieissdg ueuedesy g
_ T - epp(q

05} ost oSt 051 05} 051 051 051 yejoyas ueyipipuad ‘{8 UBN|pIPUS "V
m : YIVLN UNSNN

IR Y A7) e 7Y N _aw |
—YINYLN ; <>mu__ﬁ__azm TNAN00 Yanu _ YWYAH3d {0y Nasuzd yNSNN

SIVIS3dS UILN0A NVHIAIONId NYONZQ SINITY MIQIGNId 3300
} LWVIONVAINVLVEY NYIIVNIN NVO NYLYNONVONId MNLNN
m J(!_z_!n:._.(._:!:x._._ommz<v52<:(._E:_.

i S0DZIE/NVI'WLId3d HORON
VHVOIN HNLVHYIY NYWNNOVAVONIS

VHVEIN RIZINTN NVENLYUEC : 1| NvXidWv



6t

osor | oss 00L 05 00F 00¢ 002 HYIwnre
SIUIRY MIpipusg ._m«xoo_
(174} oci 001 0 or 0z - %0Z S sebin) veeuesyejad Sunynpuaty BueA uejeibay
ONVYINNNId HNSNN

uepeusd 'y

ueyipipuaq ueueleled 'Q

1exelefsely uejpqebuag 9

089 0zs ooy 08z 081 og - . %08 2 ynsieisads ueueleled gl
| epip (g
00z 002 00z 1174 002 002 002 ) yejoxas ueypipuad “(B : uejipipued v
x YIWVLN ¥NSNN
C7TI NI T GAI SNl T T
<E SINI z_oEE N3d 331300 Yane JEVINISHAd ¥NSNN
YMONY_NVYd ONVN VBV ONVINIC

NYLINSNOM SITVIS34S/SITVISIdS aNs ¥31M0a 2<v=..n..ozmm NYONIA SINIT MIAIGNId ¥31M0Q
LYMONVANVLYAY NYMIVNSY NVO NYLYNONVONId MNENN
TYNINIW LY TINHNN LIGIUN YHONY HYTNNE

2007 Jequisidag gt I TYOONYL

800Z/6/NVd W/LHE3d "HOWON

VHYOAN HNLYHYIY NYWNNDOVYAYANId
VHYOIN IHELNIN NYENLYEId : I8 NvHIdW



